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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus di Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah tentang kasus sengketa harta bersama suami istri yang
belum terselesaikan melalui jalur mediasi kampung di Kecamatan Wih Pesam.
Dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, jalur utama yang ditempuh
adalah mediasi antara suami dan istri sehingga harta tersebut dapat dibagi
bersama. Aparatur kampung seperti “reje”, imam kampung dan petue kampung
bertanggung jawab dan ikut serta dalam menyelesaikan sengketa harta bersama
melalui jalur mediasi sebelum diajukan ke Mahkamah Syari’ah, tetapi sampai
saat ini masih ada beberapa kasus sengketa harta bersama di Kecamatan Wih
Pesam Kabupaten Bener Meriah yang belum terselesaikan melalui jalur mediasi.
Peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana praktek mediasi pembagian
harta bersama oleh Aparatur kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener
Meriah dan bagaimana efektivitas mediasi Aparatur kampung Kecamatan Wih
Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan permasalahan yang
berkaitan dengan sengketa harta bersama. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
kasus (case approach), jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dan
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektifitas mediasi Aparatur
Kampung seperti “reje”, imam kampung dan petua kampung Kecamatan Wih
Pesam dalam menyelesaikan sengketa harta bersama adalah sejauh ini
penyelesaianya efektif, banyak kasus sengketa harta bersama di Kecamatan Wih
Pesam yang dapat diselesaikan oleh “reje”, imam kampung-dan petue kampung
dibandingkan dengan tidak dapat diselesaikan. Setiap Desa lebih banyak kasus
yang dapat diselesaikan secara mediasi kampung daripada yang tidak dapat
diselesaikan secara mediasi. Dalam hal ini, mediasi penyelesaian sengketa harta
bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dapat dikatakan
efektif dan mediasi tersebut sangat membantu para pihak yang bersengketa harta
bersama yaitu suami dan istri dalam menyelesaiakan perselisihan yang berkaitan
dengan sengketa harta bersama.
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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No | Ara L Ket No | Ara | Lati Ket
b b n
Tidak tedengantitik
1 | dilambangka 16 | k& t di bawahnya
n
Be zetdengantiti
2 @ B 17 b 7 k di
bawahnya
. Te 4 Komaterbalik
< = T Ble (di atas)
es Ge
4 | & S dengantitik | 19 | ¢ Gh
di atasnya
5 & J Je 20 | < F Ef
ha Ki
6 d h dengantitik | 21 %) Q
di bawahnya
7 ¢ Kh kadanha |22 | 4 K Ka
8 2 D De 23 J El
. zetdengantiti Em
o : z k di atasnya 24 ¢ M
10 J R Er 25 O N En
11 J Z Zet 26 3 w We

vii




12 | S Es 27 ® H Ha
13 | G Sy es dan ye 28 s ’ Apostrof
es Ye
14 | oe S dengantitik | 29 ¢ Y
di bawahnya
de
15 | v d dengantitik
di bawahnya
2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fat/iah A
Kasrah I
Dammah U

b. VokalRangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
ERE Fathahdan ya Ai

5 o Fathahdan wau Au

Contoh:
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S =kaifa,

Jdss = haula

2. Maddah
Maddah atauvokalpanjang yang lambangnyaberupaharkat dan huruf,

transliterasinyaberupahuruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf

Bl Fathahdan alif atauya A

¢ Kasrahdan ya I
3 Dammahdan wau U

Contoh:

Jé= gala

J8= gila

3. Ta Marbutah (8)

Transliterasi untuk ta marbutah adadua.

a. Tamarbutah( ) hidup
Ta marbutah( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah( 3) mati
Ta marbutah( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhirhuruf ta marbutah( ) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, sertabacaankedua kata ituterpisahmaka ta
marbutah( &) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

J&:}\MJ 5 :raudah al-agfal/ raudatulagfal

i3l al-Madinah al-Munawwarah/



Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr, Beirut, b an sebagainya.

Kata-kata yang sudg
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh
aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan,
perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-undang No 1 tahun 1974
tentang perkawinan yang di undangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 yang
mulai berlaku efektip sejak tanggal 1 Oktober 1975 merupakan salah satu
bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Menurut Syeh Muhamad Aludsyaimin, pada dasarnya nikah secara
bahasa adalah mengabungkan dan setiap pengabungan antara dua hal di sebut
dengan nikah. Di sisi lain, Syeh Kamil Muhamad Uwaidah memberikan
beberapa kemungkinan makna nikah yaitu penyatuan, pencampuran, hubungan
badan, dan akad. Oleh karena itu tujuan perkawinan dalam Islam adalah
membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah dan memproleh keturunan,
maka Islam kendatipun tidak menghendaki 'terjadinya perceraian, tetapi
memperkenankanya kendati jika kehidupan kehidupan keluarga antara suami
istri mengalami kegagalan jadi, suami istri tidak perlu tinggal bersama dalam
satu rumah yang sarat dengan perselisinan dan pertengkaran yang terlalu lama,
bahkan menyebabkan kesedihan berkepanjangn, alasan perceraian bagi kaum
islam antara lain adalah perzinaan, lemah syahwat perilaku buruk atau tak
bermoral, tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami istri, tidak melunasi
mahar, suami istri menghilang terlalu lama (tiga tahun).?

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan

perceraian, perceraian membawa akibat hukum sebagai konsekuensi yaitu status

! Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan,
Hukum Adat, dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), him. 6
2 Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Figih Wanita, terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2002), cet. 10, him. 375.
1



suami atau istri dan kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang
diperoleh sepanjang perkawinan. Menentukan status kepemilikan harta selama
pekawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu
jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta
peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing.> Demikian pula
apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan-mana yang menjadi hak istri dan
mana yang menjadi-hak suami. Harta didalam perkawinan dibedakan atas harta
bersama dan harta asal dan bawaan. Hal ini di atur dalam Pasal 35 Undang-
undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadia atau warisan, adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*
Dari pengertian Pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa segala harta yang
diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah karena itu
harta yang diperoleh suami atau istri- berdasarkan usaha masing-masing
merupakan milik bersama suami istri. Dan dapat disimpulkan harta yang
diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan
perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari
perhatian masyarakat karena sering menganggap perrkawinan adalah suatu yang
suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi
pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.
Harta bersama merupakan harta yang didapat selama masa perkawinan
diluar peninggalan (warisan) ataupun hadiah, artinya harta yang diperoleh dari
usaha suami istri ataupun sendiri-sendiri sepanjang masa perkawinan. Bila saat
sebelum dilangsungkan perkawinan antara calon suami istri tidak membuat

perjanjian pra nikah (tentang pemisahan harta kekayaan perkawinan), maka

¥ Maylyndha, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Prinsip Keadilan”,
Jurnal Ajifl Al-Qadhi, Vol. 2, No. 8, (2024), him. 110-11.
* Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974



harta kekayaan tersebut akan mengalami persatuan. Ini berarti demi hukum harta
kekayaan suami istri secara otomatis menjadi kepunyaan bersama suami istri,
tanpa dilakukan suatu penyerahan ataupun perbuatan hukum yang lain. Akan
tetapi akibat hukum dari persatuan harta 17 kekayaan itu perbuatan hukum atas
persatuan hanya sah jika di jalani oleh suami istri bersama-sama, sebab pemilik
benda merupakan suami istri itu'secara bersama-sama.”

Harta gono-gini atau harta bersama timbul karena adanya suatu
pernikahan, tanpa adanya pernikahan, maka tidak ada harta gono gini dan tidak
akan ada yang mempermasalahkan nya, dan ketika pernikahan itu muncul, maka
munculah harta gono gini. Karena itulah, sebelum kita melihat lebih jauh
tentang harta gono gini, kita akan melihat awal mula membentuknya pernikahn
dan konsekuensi-konsekuesnsi yang menghampirinya.

Tentunya status dan kepemilikan harta itu akan menjadi masalah
tersendiri, apakah harta itu merupakan harta yang di peroleh selama perkawinan
dari usaha bersama ataukah harta tersebut merupakan harta masing-masing
suami istri sebelum perkawinan atau usaha sendiri. Pasal 88 KHI menyebutkan
bahwa apabila terjadi perselisinan antara suami isteri tentang harta bersama
maka penyelesaian perselisihan itu di ajukan kepada pengadila agama.®

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa sudut pandang hukum Islam
terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan dikemukakan oleh Ismail
Muhammad Syah bahwa pencarian bersama: suami-istri masuk dalam rub’u
mu’amalah, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin
disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang
Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami-istri
itu. Tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut

syarikat atau syirkah. Oleh karena masalah pencarian bersama suami-istri adalah

5 Zaharnika R, Febrina Andarina, Legalitas Akta Notaris tentang Harta Bersama,
(Jakarta: Kodifikasi, 2019), him. 65
® pasal 88 Kompilasi Hukum islam



termaksud perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui hukumnya perlu
dibahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian.’

Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk syarikat
abdan dan mufawadlah. Syarikat abdan adalah persekutuan dalam modal, usaha
dan keuntungan, yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan
modal yang mereka miliki bersama. Sedangkan mufawadlah adalah kerja sama
antara dua orang -atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari
keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.®

Sengekat harta bersama banyak terjadi dalam perkawinan setelah
terjadinya perceraian, maka dalam menyelesaikan sengketa tersebut harus
memisahkan harta bersama dengan harta bawaan karena harta bersama berbeda
dengan harta bawaan. Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh sebelum
terjadinya perkawinan antara suami dan istri, harta yang didapatkan sebelum
terjadinya perkawinan. Sedangkan harta bersama merupakan harta yang
didapatkan selama masa perkawinan berlangsung dan harta tersebut didapatkan
oleh suami dan istri selama masih-dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan yang

dijelaskan dalam Al-Qur’at surat Al Hujarat ayat 10 sebagai berikut:

YAt o "y C o 2 ors Eor 2 8 0 £ f/a. T seste .2
O go 5 ‘._,Q.J alll L) gaal g L V...<g.)>\ B '-...:")%.&b a)>-l/ d):v/‘jaj\ L“-’l/

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah
terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q. S Al Hujarat: 10).

Di kalangan masyarakat sering terjadi sengketa harta bersama karena
antara suami dan istri sulit untuk membedakan harta bersama dengan harta

bawaan karena harta tersebut sudah bercampur selama masa perkawinan, maka

" M. Yahya Haraharp, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta:
Op. Cit, 2018), him. 297.

® H.M Anshari, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),
him. 45-46.



dalam hal tersebut perlu adanya mediasi dalam peneyelesaian sengketa harta
bersama. Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan harta bersama dan untuk
membedakan antara harta bersama dan harta bawaan, sehingga harta bersama
tersebut dapat dibagi sama rata antara suami istri atau suami dan istri akan
mendapatkan ¥ dari harta bersama yang di dapatkan selama masa perkawinan.

Dalam hal menyelesaikan sengketa harta bersama, jalan utama yang
ditempuh yaitu mediasi antara yang bersengketa yaitu suami dan istri. Mediasi
pertama yang dilakukan oleh pihak aparatur kampung seperti reje, imam
kampung dan petue kampung tersebut, aparatur kampung bertanggung jawab
dan ikut serta dalam menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut. Apabila
sengketa harta bersama tidak dapat diselesaikan oleh reje, imam kampung dan
petue kampung maka sengketa tersebut baru bisa diajukan ke Pengadilan. Tetapi
sebelum diajukan ke Pengadilan sengketa harta bersama harus diselesaikan di
kampung terdahulu.’

Persoalan pembagian dan sengketa harta di kalangan masyarakat desa
atau kampung merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Namun demikian
apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketaharta bersama,
tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu merupakan suatu
keunggulan tersendiri bagi masyarakat desa atau kampung dalam menghadapi
setiap masalah di kampung di banding dengan permasalahan yang terjadi di
wilayah kota yang lebih- mengadalkan ' permasalahan model kapitalis.
Keunggulan dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di desa dengan
hasil yang lebih baik tersebut, tentunya dipengaruhi juga oleh faktor panutan

atau yang memimpin desa itu sendiri.*°

® Abu Rahman Baba, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta
Bersama Di Pengadilan Agama Makassar,” Jurnal Syariah Hukum Islam, Vol. 1, No.1, (2018),
him. 1-15

Y Elvin Triandesa Agustin, “Mediasi Dalam Penyelesaian Harta Bersama Di
Pengadilan Agama Teluk Kuantan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekan
Baru, Tahun 2021, him. 77-79.



Untuk mengatur soal sengketa harta bersama yang sering menjadi
masalah di desa, perlu dibuat atau ditetapkan ketentuan sebagai patokan dan
pedoman baik dalam bentuk hukum yang tertulis maupun tidak tertulis demi
terselenggaranya pembagian harta bersama yang adil bagi setiap pihak. Hal ini
disebabkan rasa keadilan pada masing-masing orang adalah tidak sama.
Karakteristik kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan
masyarakat kampung itulah yang mulai dirasakan oleh aparatur kampung dalam
rangka menyelesaikan setiap sengketa harta bersama. Berdasarkan hadis Nabi

Muhammad SAW mengenai sengketa harta bersama sebagi berikut:
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Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, ‘ia berkata, “Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Setiap persendian manusia wajib
bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya: engkau
berlaku adil kepada dua orang (yang bertikai/berselisih) adalah sedekah, engkau
membantu seseorang menaikannya ke atasnya hewan tunggangannya atau
engkau menaikkan barang bawaannya ke atas hewan tunggangannya adalah
sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang engkau jalankan
menuju (ke masjid) untuk shalat adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan

gangguan dari jalan adalah sedekah.”” (HR. al-Bukhari dan Muslim)."*

Pada dasarnya setiap sengketa warga kampung tidak selamanya harus
berakhir di pengadilan. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul
yang melibatkan reje, imam kampung dan petue kampung idealnya dapat

diselesaikan sesegera mungkin di tingkat desa saja. Apalagi kalau sengketa

! Shahih: H.R. Bukhari Muslim, (N0.1007)



tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka
penyelesaiannya pun seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui
perantaraan reje, imam kampung dan petue kampung. Tugas untuk
menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di desa tersebut Kiranya bukan
merupakan beban berat yang baru bagi para reje, imam kampung dan petue
kampung di suatu desa, melainkan merupakan suatu kewajiban dan juga
merupakan wewenang yang melekat pada dirinya sebagai bagian dari aparatur

kampung.*?

Mediasi merupakan suatu proses dimana para pihak berperkara dengan
bantuan seseorang atau beberapa orang,yang bertujuan untuk menyelesaikan
perkara tersebut. secara sistematis, menyelesaikan permasalahan yang di
sengketakan untuk mencari jalan alternative dan mencapai jalan keluar dari

permasalahan tersebut.™

Mediasi yaitu suatu proses yang bersifat pribadi, tidak terbuka untuk
umum serta kooperatif dalam menuntaskan suatu permasalahan. Mediasi
merupakan metode praktis, relatif gampang serta tidak formal semacam di
pengadilan®. Mediasi selalu mengaitkan keberadaan mediator yang berperan

sebagai pihak ketiga yang bersifatnetral serta tidak memihak.*

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti di Simpang
Balik, ‘banyak kasus sengketa harta bersama yang belum sepenuhnya
diselesaikan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung tersebut. Ada
beberapa sengketa harta bersama di Kampung Simpang Balik yang perlu

12 Wingdjodiporo, Rurojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung
Agung, 1992), him. 34.

13 Rahmad Syafa’at, Advokasi dan Penyelesaian Sengketa, (Malang: Yayasan
Pembangunan Nasional, 2006), him. 35-36.

Y Rika Lestari, “Perbandingan Hukum penyelsaian Sengketa Secara Mediasi di
Pengadilandan di Indonesia”, Jurnal llmu Hukum 2013.

> Gunawan Widjajaa, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT Grafindo Persada,
2005), hin. 44.



diselesaikan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung sebelum dibawa ke
Mahkamh Syari’ah, namun “reje”, imam kampung dan petue kampung di
Simpang Balik belum sepenuhnya menyelesaikan sengketa harta bersama

tersebut.

Dalam hal ini, peneliti akan‘melakukan penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui efektifitas aparatur kampung dalam menyelesaikan sengketa harta
bersama melalui jalur mediasi kampung. Di kampung simpang balik kecamatan
wih pesan, terdapat beberapa kasus sengketa harta bersama.yang belum
terselesaikan sampai saat ini. Maka dalam hal tersebut peneliti ingin melakukan
tinjauan lebih lanjut terhadap efektifitas aparatur kampung dalam hal
penyelesaian sengketa harta bersama. Untuk itu penulis akan mengambil judul
penelitian dengan judul “Efektifitas Mediasi Aparatur Kampung Dalam
Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama (Studi Kasus Kecamatan Wih

Pesem Kabupaten Bener Meriah)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang di atas, maka
penulis dalam hal ini akan memaparkan rumusan masalah yang akan dikaji
dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana praktek mediasi pembagian harta bersama oleh Aparatur
Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana efektifitas mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan permasalahan yang

berkaitan dengan sengketa harta bersama?

16 Wawancara dengan salah satu warga di kampung Simpang Balik Pada tanggal 22
Juni 2023.



C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui praktek mediasi pembagian harta bersama oleh Aparatur
Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui efektifitas mediasi Aparatur kampung Kecamatan Wih
Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan permasalahan yang

berkaitan dengan sengketa harta bersama.

D. Penjelasan Istilah

1. Efektifitas

Efektifitas merupakan keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam
suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.
Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang
telah ditetapkan.*’
2. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk
memungkinkan para pihak yang bersengketa: mendiskusikan perbedaan-
perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak
yang netral tersebut tugas utamanya adalah menolong para pihak memahami
pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang
disengketakan, dan selanjutnya membantu-mereka melakukan penilaian yang
objektif dari keseluruhan situasi.™
3. Aparatur Kampung atau perangkat desa

Aparatur Kampung Atau Perangkat Desa seperti reje, imam kampung dan

petue kampung yang merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas dan

bertanggung jawab terhadap pelayanan terhadap masyarakat, memberikan

Y Winamo Yudho, Heri Tjandrasari, Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal
Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 1, 2018.

18 Abdul Halim Talli, “Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008”, Jurnal Al-Qadau
Vol. 2, No. 1 (2015), him. 76.
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pelayanan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Aparatur desa bertugas
untuk mengatur dan mengurus asal-asul adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan desa.*®

4. Sengketa Harta Bersama

Sengketa Harta Bersama yaitu harta perkawinan suami dan istri yang
bersengketa setelah’ terjadinya perceraian, maka harta bersama dalam
perkawinan (gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri.
perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua
pihak yang terkait Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa

pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai
hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya. penulis menelusuri beberapa karya ilmiah yang berkaitan
dengan “Efektifitas aparatur kampung dalam menyelesaikan sengketa harta
bersama melalui jalur mediasi kampung”.

Pertama, skripsi yang ditulis. olen Naufal Fadhel yang berjudul Praktek
mediasi dalam penyelesain sengketa harta bersama di Pengadilan Agama jakarta
Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep mediasi
serta pelaksanaanya yang terjadi di Indonesia dan bagaimana mediasi menjadi
solusi dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Apa faktor pendukung dan
penghambat" jalannya suatu mediasi harta bersama serta apa saja yang
menjadikan upaya mediator untuk mencapai keberhasilan mediasi. Jenis

penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan (Field reserch) dimana

9 Ahmad Mustanir, dkk, “Peranan Aparatur pemeirntahan desa dan partisipasi
masyarakat dalam  musyawarah perencanaan pembangunan di desa Tonrongnge Kecamatan
Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang”, Jurnal Ilmiah Clean Gonvernment, Vol 2 No. 1 (2018),
him. 73
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pengumpulan data secara langsung melalui wawancara, mencatatat apa yang
terjadi di lapangan yang bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi yang dilaksanakan di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan tetap selaras pada prinsip perdamaian
sederhana,cepat dan biaya ringan. Dalam proses penyelesaian mediasi harta
Bersama ada beberapa problematika yang menjadi penghambat serta pendukung
keberhasilan mediasi seperti : tidak adanya kesepakatan dasar, Negosiasi yang
sulit, Emosi yang tinggi dari para pihak, dan ego para pihak yang tidak bisa
dikontrol serta ketidak pemahaman para pihak terkait hukum yang berlaku di
Indonesia sehingga masih banyak para pihak memandang mediasi hal kurang
penting dalam penyelesaian permasalahan.?°

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Lina Afifah Litti yang berjudul
Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Jakarta Timur). Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi secara
langsung ke objek penelitian ‘untuk melihat daridekat dalam rangka
memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama Jakarta
Timur, kemudian mewawancarai Hakim dan Mediator, dan terakhir
Dokumentasi.

Mendamaikan pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah suatu
hal yang mudah. Hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya ketersediaan
pranata hukum yang dapat membantu pihak dalam memilih metode yang tepat
bagi penyelesaian sengketa, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
pentingnya pelaksaan mediasi di Pengadilan Agama, dan konsep hakam (juru
damai) yang belum diterapkan oleh Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di

%0 Naufal Fadhel, “Praktek mediasi dalam penyelesain sengketa harta bersama di
Pengadilan Agama jakarta Selatan”, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.
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Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama
Jakarta Timur masih kurang efektif. Dari data yang diperoleh jumlah perkara
yang berhasil dimediasi 3 tahun terakhir kurang dari 15%.%

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dika Anggit Purnomo yang berjudul
Efektifitas mediasi sebagai penyelesaian konflik dalam perkara perceraian di
luar Pengadilan dii Desa Kemranggon Kecamatan . Susukan Kabupaten
Banjarnegara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas
Mediasi -~ Sebagai Penyelesaian Konflik dalam Perkara Perceraian Diluar
Pengadilan Di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan studi kasus
yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu
tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang
terjadi di lokasi tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bawa mediasi sebagai salah satu bentuk
penyelesaian masalah atau sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa
wilayah prifat atau perdata. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat
ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam pelaksanaanya
praktek mediasi yang terjadi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan
Kabupaten Banjarnegara para pihak ke dua keluarga yang berperkara melakukan
musyawarah keluarga untuk mencari solusi. Dalam proses penelitian, peneliti
mendapatkan data dari tahun 2017-2019 terdapat 23 kasus mediasi di Desa
Kemranggon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, 20 kasus berhasil
dimediasi dan tiga tidak berhasil dimediasi. Kemudian peneliti mengambil 3

sample yaitu: Siti Fatimah, Heni Luktina dan Agus untuk diwawancarai dan

2l Nur Lina Afifah Litti, Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara
Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur). Skripsi Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021.
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menggali lebih dalam data yang akan peneliti peroleh. Dari ketiga sample, 2
berhasil dimediasi dan 1 tidak berhasil dimediasi.?

Keempat, jurnal yang ditulis oleh John Kenedi yang berjudul penyelesaian
sengketa harta bersama dengan harta bawaan ketika terjadi perceraian.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa harta bersama
dengan harta bawaan ketika terjadi perceraia. Hasil penelitian menyatakan
bahwa Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai salah. satu solusi untuk
mengantisipasi atau menghindari terjadinya ketidakadilan dalam proses
persidangan di pengadilan terhadappembagian harta bawaan, apabila terjadi
sengketaantara suami dan isteri. Konflik pembagian harta bawaan ini
terkadang tidak dapat ditempuh dengan upaya mediasi, bahkan setelah
diproses dipengadilan tingkat pertama (pengadilan agama), terus berlanjut ke
dalam proses peradilan tingkat banding dan kasasi.®

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh M. Prima Handa Kusuma dan Karmuji
Karmuji yang berjudul Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian Pengadilan Agama Tuban. Tulisan ini membahas tentang efektivitas
mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten
Tuban, karena perkara perceraian adalah perkara yang menduduki.rangking
tertinggi di Pengadilan Agama. Adapun _fokus kajiannya adalah pelaksanaan
mediasi dalam perkara perceraian, efektivitas mediasi Tuban, Kendala-kendala
apa saja dalam pelaksanaan mediasi ‘pada perkara perceraian di Pengadilan
Agama Tuban.

Mediasi sebagai salah satu Alternative Dispute Resolution (ADR) dipandang
sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis

karena mekanisme pengambilan keputusan (kesepakatan damai) menjadi

22 Dika Anggit Purnomo, “Efektifitas Mediasi sebagai Penyelesaian Konflik dalam
Perkara Perceraian di luar Pengadilan di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan Labupaten
Banjarnegara” Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokero Tahun 2020. .

% John Kenedi, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersana dengan Harta Bawaan ketika
Terjadi Perceraian”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, VVol. 3 No. 1, (2018).
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otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena
masing-masing pihak me- negosiasikan opsi jalan keluar atas masalahnya dan
outputnya win-win solution. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa secara
litigasi mulai ditinggalkan dan orang beralih ke mediasi. Melalui Peraturan
Mahkamah Agung (PerMA) No. 1 Tahun 2008, mediasi telah diintegrasikan
dalam sistem beracara di pengadilan. Setiap perkara perdata harus diselesaikan
terlebih dahulu melalui cara mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui
cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan tersebut dianggap batal demi
hukum.?*
F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah digunakan sebagai pedoman
bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.”® Pendekatan
ini digunakan dalam rangka menemukan pola penyelesaian sengketa harta
bersama melalui peradilan adat gampong di Aceh. Pendekatan ini tidak berhenti
pada hukum dalam ketentuan perundang-undangan, namun melihat hukum
dalam konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang diperoleh dari
wawancara dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Reje
di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Aparatur Kampung, Imam

Meunasah, dan para pihak yang bersengketa.

2 M.Prima Handa Kusuma, Karmuji Karmuji, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian
Perkara Perceraian Pengadilan Agama Tuban”, Josh: Jurnal Of Sharia, Vol. 1, No. 1, (Januari,
2022).

% Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. I1I, (Malang,
Bayumedia Publishing, 2007), him. 302
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3. Sumber Data
Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah sumber data

primer dan sumber data sekunder. Sumber data dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum primer diperoleh dari data kualitatif yaitu berdasarkan
hasil wawancara dengan Aparatur Kampung dan para pihak yang
bersengketa harta-bersama.

b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku_yang berhubungan
dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal
dengan peraturan Perundang-undangan.®

4. Teknik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi
yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, teknik dalam
penelitian ini adalah:
a. Wawancara/interview
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Data
dikumpulkan dengan mewawancarai keluarga yang bersengketa harta
bersama tersebut. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan
Aparatur Kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah,
Imam Menasah, Reje Kampung dan para pihak yang bersengketa.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian. Pada intinya dokumentasi merupakan metode yang
digunakan untuk menelusuri data historis, penelitian kualitatif menggunakan

metode dokumentasi guna memperlengkap wawancara. Data tersebut berupa

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), him. 107
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data dari pihak gampong dan keluarga yang terjadi perselisihan sengketa
harta bersama.
c. Obsevasi dan pengamatan
Observasi adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dalam
proses individu dalam sebuah peristiwva yang diamati. Tujuannya untuk
mengetahui data-data dari dampak keluarga yang terkena perselisihan harta
bersama. Observasi ini dilakukan dengan cara menggunakan alat indera
penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap objek yang di teliti.
5. Pedoman penulisan
Pedoman dalam penulisan skripsi ini menggunakan buku Pedoman
Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh pada tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penyusunan dan mencapai tujuan yang dibahas, skripsi
ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub bab
sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab yang berisi pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang harta bersama dan mediasi yang didalamnya
membahas tentang pengertian dan dasar hukum harta bersama, mekanisme
pembagian harta bersama, pengertian dan dasar hukum mediasi dan proses
mediasi harta bersama.

Bab tiga, membahas tentang efektifitas mediasi Aparatur Kampung
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan sengketa
harta bersama yang didalamnya berisi tentang profil Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah, Praktek mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih
Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan sengketa harta bersama,
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Efektifitas mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener
Meriah dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Bab empat penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.

Spildléso L
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BAB DUA
HARTA BERSAMA DAN MEDIASI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama
1. Pengertian Harta Bersama

Sebelum membahas harta bersama, sebaiknya kita mengenal terlebih
dahulu mengetahui tentang konsep harta dalam rumah tangga. Dalam Islam,
harta merupakan tonggak kehidupan dalam rumah tangga, sebagaimana firman
Allah SWT dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

2 5 2
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Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan
pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
baik.” (Qs. An-Nisa’ ayat 5).

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama antara
suami dan istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di masa perkawinan
berlangsung, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda
motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh
suami dan istri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji
istri yang dijadikan satu, hal tersebut dikategorikan sebagai harta bersama.
Pengertian tersebut berdasarkan. pengertian harta bersama yang disebutkan
dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: “Harta

benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.?’

Untuk memperjelas pengertian diatas, hal yang perlu menjadi catatan

adalah sebagai berikut:

a. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur,

kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta harta bersama,

2" pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
18
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termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau
hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.

b. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja
dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan
baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan
dihadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut, walaupun dibeli dengan
harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam
harta gonogini.

c. Barang-barang yang dibeli dari harta istri, atau orang . lain yang
menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi

hak istri dan bukan merupakan harta harta bersama.?

Perselisihan harta bersama biasanya terjadi setelah adanya perceraian
karena harta bersama merupakan harta yang dihasilkan oleh pasangan suami
istri secara bersama selama masa perkawinan berlangsung. Perselisihan harta
bersama sering terjadi setelah perceraian, suami istri mempermasalahkan harta
bersama (harta gono-gini) setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan.
Bahkan, dalam proses Pengadilan pun sering terjadi keributan tentang
pembagian harta bersama sehingga kondisi tersebut dapat memperumit. proses
perceraian antara mereka karena masing-masing akan mempertahankan bagian

dari hak-haknya tersebut. %°

Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta
perkawinan. Harta perkawinan adalah harta yang dapat digunakan oleh suami

istri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari hari beserta anak-anaknya,

% Liky Faizal, “Harta Bersama dalam Perkawinan”, Jurnal Jjtima iyya, Vol. 8, No. 2
(Agustus 2015), him. 84

° Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono gini) dalam
Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif’, Jurnal Wawasan Hukum,
Vol. 28, No. 01, (Februari 2013), him. 651
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dalam masyarakat adat disebut somah atau serumah.*® Harta bersama dalam
hukum adat menurut Ter Haar dapat dipisahkan menjadi 5 empat macam

sebagai berikut :

a. Harta yang diperoleh suami istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat
masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan.

b. Harta yang diperoleh.suami istri untuk diri sendiri sebelum perkawinan atau
dalam atau dalam masa perkawinan.

c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami _istri. sebagai milik
bersama.

d. Harta yang dihafiahkan kepada suami istri bersama pada waktu pernikahan.

Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan atau
harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta

31 Menurut

kekayaan masing-masing bukan termasuk dalam harta bersama.
Thalib harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan
di luar atau warisan. Maksudnya-adalah harta yang didapatkan atas usaha

mereka, atau sendiri-sendiri.*?
2. Dasar Hukum Harta Bersama

Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta gono-gini antara suami
dan istri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35
ayat 1, namun bukan berarti bahwa dalam perkawinan yang diakui hanya harta
gono-gini, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 KHI yang menyatakan
bahwa :“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.® Harta bersama

% Muhammad Isna Wahyudi, Harta bersama, Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan,
Makalah Calon Hakim Agung RI , Tahun Anggaran 2006, him 2

3! |smail Muhammad Syah, Pencarian Bersama suami istri;Adat gono-gini dari sudut
Hukum Islam, (Bulan Bintang: Jakarta 1965), him 16.

%2 Thalib, S. Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 85.

% pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.
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dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya
Harahap, beliau mengatakan bahwa pencarian bersama suami istri mestinya
masuk dalam rubu’ul mu’amalah. Tetapi ternyata secara khusus tidak
dibicarakan. lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh
karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab,
sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama
suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian
yang dalam bahasa Arab disebut syarikah atau syirkah. Mungkin perkataan
syarikah dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab.
Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah harta bersama suami istri
ini adalah termasuk perkongsian atau syirkah. Dalam hal syirkah, beliau katakan

bahwa harta bersama masuk pada pembahasan syirkah mufawadah dan abdan®.

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara
inplisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur’an atau al-Hadits karena istilah ini
berasal dari hukum adat (‘uruf) pada_masyarakat yang mengenal pencampuran
harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia.
Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada syirkah,
seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta
kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka
terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh
perkongsian (syirkah) antara suami dan istri. Persekutuan (syirkah) adalah
pencampuran. Para ahli figih: mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang
bersekutu dalam modal dan keuntungan.®® Dasar hukum disyariatkannya syirkah

adalah Alquran Al Sunah dan [jma’. Dalam Alquran Allah Swt berfirman:

% Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7
Tahun 1989, (Jakarta. Sinar Grafika 2009),cet ke 5, him. 270-271
% Sayid Sabig, Fighu Sunnah Bairut Libanon:Darul Fikr, Cet ke 2, Juz 3, (1998).



22

z
la

a5 Bl 5 G W (KB A B 06 06 0 1Al 0 B 880 95 G Ll 15T
P M RO SN A T SR S N PR S AL SPPR T RN T IR
Sl 205 4SS 0 0 © 10 pSU IS 0L BT e W 5 © B Y O (i )
\ﬂ/T./ﬁ’;//e /4//‘/5»41; ///Q/E oo 0o Z..- T o ° Q//e/4oﬁegz/ﬁ ¢
¢ Sy o 5 WS &5y 55 0 ol & o2 Y Ol 050l Kol A &0 P AVORR!]
Do o :IJ’ EAX') PRI T OAP IO RS B |

(,.A;- V.Ap g s alll o dpp’y 00 Jlae 8 Lige2 ol L@.:/ PR

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika
mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat
yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah
dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-
utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara
perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara
itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,
setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah
ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S. An-
Nisa: 12).

Dalam As-Sunah Rasulullah SAW bersabda:

RO AL bu el B2 L R J&,JMJ\ &6 o 0o e u\
Artinya: "Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang
yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang

lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."
(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Para Ulama Fiqgih berbeda pendapat tentang pembagian macam-macam
syirkah dalam pembahasan perkongsian (syirkah) yang diperbolehkan dan yang

tidak diperbolehkan. Secara garis besar Fugaha Mesir (mayoritas bermadzhab
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Syafi’i dan Maliki), membagi syirkah kepada empat macam yaitu: syirkah Inan,
syirkah Abdan, syirkah Mufawwadhah, dan syirkah Wujuh.*®

a. Syirkah Inan, yaitu syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan
usaha untuk mendapatkan untung. Sedangkan perolehan masingmasing
pihak dengan cara lain seperti.salah seorang mendapat hibah, hadiah atau
lainnya, tidak menjadi-syirkah dan tetap menjadi.milik masing-masing.

b. Syirkah Abdan, yaitu syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan
pekerjaan.-Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau
pekerjaan yang sama mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.

c. Syirkah Mufawwadhah, ialah syirkah yang tidak terbatas dalam
penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi
pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang
mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain.

d. Syirkah Wujuh, adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan hanya

bermodalkan kepercayaan.

Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi
masing-masing ke dalam harta bersama suami-istri, jangan sampai di dalam
mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami-istri yang
menjurus kepada perceraian. Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang
tidak diharapkan, maka hukum {slam  memperbolehkan diadakan perjanjian
perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian itu dapat berupa
penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat
pula ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing
suami-istri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan milik pribadi

masing-masing harta bersama suami istri. Jika dibuat perjanjian sebelum

% |bn Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtashid, (Mesir:
Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby, 1960), juz 2, him. 201
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pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus
dilaksanakan.*’

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU Perkawinan Pasal 35.
dalam Pasal tersebut diterangkan bahwa harta dalam perkawinan (rumah tangga)

dibedakan menjadi:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama” dan

2. Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh
sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing
sebagai harta pribadi, contohnya hadiah atau warisa. Harta pribadi
sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para
pihak tidak menentukan lain.*

Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut:

1. Harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan.
Berdasakan Pasal 91 Ayat (1) KHI harta gono gini bisa berupa benda
berwujud dan tidak berwujud.*® Suami istri harus menjaga harta gono gini
dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KHI dijelaskan
bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri,
maupun hartanya sendiri.*°

2. Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang
diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai
warisan dan hadiah. Tentang harta, Undang-undang Perkawinan pasal 35
ayat (2) mengatur, harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah

" Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Perjanjian-Perjanjian Tertentu, (Sumur,
Bandung, tanpa tahun), him.170.

% pasal 35 Ayat 1 dan 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

% pasal 91 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

“0 pasal 89 Kompilasi Hukum islam
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dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain. *

Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya
harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI
pasal 87 ayat 1. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono
gini. Suami/ istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing
dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah
UU Perkawinan pasal 36 ayat (2) , dan hal ini senada juga dinyatakan dalam
KHI pasal 87 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang
dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik
oleh pasangannya yang lain.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono gini jika pasangan calon
pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang
mereka buat, atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka
sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan
harta gono gini.

3. Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh
masing-masing pasangan (suami istri_setelah terjadinya ikatan perkawinan.
Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-
masing pasangan, baik suami-maupun-istri, sepanjang tidak ditentukan lain
dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah dalam KHI Pasal 87 Ayat
(2).42

Adanya kebersamaan harta kekayaan antara suami istri, maka harta gono
gini menjadi hak milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini sebenarnya ada dua
macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna, artinya mereka
berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus

* pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.
*2 pasal 87 Ayat 2 Kompilasi Hukum islam.
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mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan
harta gono gini, dia harus minta izin dari istrinya. Demikian hal sebaliknya, istri

harus mendapat izin suaminya jika akan menggunakan harta gono gini.*?

Undang-undang perkawinan Pasal 36 ayat (1) menyebutkan : “ Mengenai
harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah
pihak “ Jika penggunaan harta gono gini tidak mendapat persetujuan dari salah
satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena
merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya adalah
KHI Pasal 92: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan
menjual atau memindahkan harta bersama “ Suami/ sitri juga diperbolehkan
menggunakan harta gono gini sebagai barang jaminan asalkan mendapat

persetujuan dari salah satu pihak.**

Pasal 91 KHI ayat (4) mengatur bahwa “ Harta bersama dapat dijadikan
sebagai jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya“. Demikian
juga ketentuan hukum harta gono gini yang terkait dengan utang, Pasal 93 KHI
ayat (1) menyebutkan bahwa ““Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau
istri dibebankan kepada hartanya masingmasing”. Maksudnya utang yang secara
khusus dimiliki suami/istri menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya
salah satu dari mereka mempunyai utang sebelum mereka menikah, maka utang

itu menjadi tanggung jawabnya sendiri.*®

Ketentuan tersebut. tidak berlaku,  jika utang tersebut terkait dengan
kepentingan keluarga, hal ini diatur dalam pasal 93 KHil-ayat (2): “Pertanggung
jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan

kepada harta suami” Kompilasi Hukum Islam JUGA mengatur harta gono gini

* Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono gini) dalam
Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif’, Jurnal Wawasan Hukum,
Vol. 28, No. 01, (Februari 2013), him. 651.

* pasal 92 Kompilasi Hukum Islam.

** pasal 93Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
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dalam perkawinan poligami. Pasal 94 ayat (1) menyebutkan : “Harta bersama
dari perkawinan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang masing

masing terpisah dan berdiri sendiri”.*

B. Mekanisme Pembagian Harta Bersama

Apabila pasangan suami istri bercerai, kemudian mengenai harta
bersama atau harta gono-gini, penyelesaian yang dilakukan di kampung adalah
dengan cara musyawarah atau perdamaian. Pembagiannya bisa ditentukan
berdasarkan kesepakatan atau antara kedua belah pihak, cara ini merupakan cara
yang sah dan cara terbaik untuk penyelesaiannya.*’

Suami istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama atas
persetujuan kedua belah pihak yaitu suami atau istri. Suami istri mempunyai hak
sepenuh ya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut
apabila perkawinan putusa karena perceraian, maka harta bersama tersebut
diatur menurut hukum masing-masing. Semua harta yang diperoleh suami dan
istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut
diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Harta yang
diblei_selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama,
baik itu istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah atas nama siapa
harta itu didaftarkan dan tidak jadi masalah apakah istri atau suami mengetahui

pada saat pembelian itu.*®

Pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian yang diselesaikan
melalui kesepakatan bersama dan diselesaikannya oleh Aparatur Kampung
selanjutnya dibagi berdasarkan hukum yang berlaku. Masyarakat menyelesaikan

pembagian harta bersama setelah bercerai dengan jalan musyawarah dan

“® pasal 94 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

*" Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2008), him. 129

*8 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum
Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, cet. i, 2000), him. 127.
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hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama keluarga kedua belah pihak.
Mekanisme pembagian harta bersama yang diselesaikan di masyarakat sesuali
dengan hukum adat yang berlaku di suatu tempat adalah diselesaikan secara
kekeluargaan dan apabila tidak terselesaikan secara kekeluargaan maka akan

diselesaikan di Pengadilan Agama.*’

Bagi keluarga yang melakukan pembagian-harta bersama karena terjadi
perceraian baik itu cerai hidup maupun cerai mati. Maka hal pertama yang
dilakukan adalah menghitung keseluruhan harta yang dihasilakan setelah terjadi
perkawinan. Kemudian harta tersebut akan dibagi dua berdasarkan jumlah harta

yang dimiliki setelah mereka menikah.

Dalam syariat Islam, apabila terjadi perceraian maka pembagian harta
bersama dibagi masing-masing pihak dengan menerima secara pasti seperti istri
mendapatkan 50% dan suami juga mendapatkan 50% dari harta bersama
tersebut, karema seperti yang diketahui dalam Al-Qur’an ataupun hadis tidak
ada nash yang mewajibkan pembagian tersebut. Dalam pembagian harta
bersama bisa ditinjau dengan beberapa kemungkinan sebagai contohnya suami
istri yang sama-sama bekerja atau saling bekerja sama dalam memenubhi
kebutuhan ekonomi keluarga, dan semua kebutuhan rumah tangga ditanggung
oleh suami istri dari hasil kerja mereka, sehingga tidak diketahui sisa dari harta
yang dihasilkan oleh suami.dan -istri. Dalam hal ini, harta bersama tersebut
dibagi melalui kesepakatan bersama antara suami berdasarkan musyawarah atas

dasar saling ridha dan mengikhlaskan apa yang dimiliki.**

* Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, (Jurnal Pengembangan
Masyarakat Islam, Vol. 8, No. 2m (2015), him. 94

% Muhammad Tigas Pradoto, ‘“Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan,
(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)”, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah: Surakarta, 2015), him. 5

1 Muh. Sapuan, Tinjaua Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama, (Studi
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yigyakarta Nomor 160/pdt.G./PA.Yk)”, Skripsi Sarjana
Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009), him. 18-19
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C. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

Mediasi bersala dari kata “mediare” yang berarti ditengah. Sedangkan dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi berarti proses melibatkan
pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu sengketa sebagai seorang penasehat.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung tiga unsur dalam

pengertian mediasi yaitu sebagai berikut:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa antara para pihak
2. Mediator harus berasal dari luar pihak yang bersengketa
3. Mediator berperan sebagai penasihat dan tidak memiliki kekuasaan untuk

mengambil keputusan.

Mediator dalam mediasi berarti penengah, perantara, pemisah atau
pendamai antara 2 (dua) pihak yang bersengketa.®* Sedangkan mediasi
merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa untuk
mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan
tetapi tetap efektif dan di terima sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa

secara sukarela.>

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri

penting dari mediator adalah:

1. Netral
2. Membantu para pihak

3. Tanpa mengunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian

52 Budiono, Kamus Ilmiah Populer Internasional, (Alumni, Surabaya, 2005), him. 397
53 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT.
Fikahi Aneska, 2002), him. 34.
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Dalam hal ini, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara
tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-
masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.>* Mediasi
merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang mengunakan

pendekatan win-win solution dengan proses dan cara yang lebih sederhana.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari-bahasa Latin, mediare yang
berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan
pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan
menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna
mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam
menyelesaikan sengketa. la harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang
bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust)
dari pihak yang bersengketa.*®

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik™ dimana para pihak
yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana
sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu
melakukannya. Melaluikebebasan ini dimungkinkan kepada mediator
memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang
tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa

memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

Mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak
dengan dibantu oleh pihak ketiga yang bertugas sebagai-mediator. Pernyataanya

sebagai ahli menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan

 Admin, Layanan Mediasi, http://www.pn-bontang.go.id, diakses tanggal 16 Juni
2024

% Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), him. 1-2
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sepenuhnya berada ditangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para
pihak didalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan
pihak ketiga, peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk
membantu para pihak mengindentifikasi masalah yang disengketakan dan
mengembangkan proposal penyelesaian, proposal penyelesaian tersebut
diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa

tersebut.”” Adapun jenis-jenis mediasi sebagai berikut:
a) Mediasi secara hukum

Mediasi secara hukum adalah bagian dari litigas, hakim meminta para
pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara
mengunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi
Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan
negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah
untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif, Surat Edaran tersebut

mengatur antara lain:

1) Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar
sungguhsungguh  mengusahakan perdamaian dengan menerpkan
ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja
menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan

selama ini.

% Riska Fitriani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat
Adat Melayu Riau”, Riau Law Journal Vol. 1 No.2, (November 2017), him.231.

5" Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003, him. 37
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2) Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk
membantu para pihak yang berpekara untuk mencapai perdamaian.

3) Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak
dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk
menjaga objektifitas.

4) Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat
diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua
pengadilan negeri.

5) Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan
tertulis dan ditandatangan oleh para pihak.®

b) Mediasi Pribadi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pribadi, diatur oleh para pihak itu
sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat /pandangan para
ahli yang tehnik dan caranya sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama, yaitu
membantu para pihak dalam rangka menegosiasikan persengketaan yang
dihadapi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama secara damai dan
saling menguntungkan. Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui
mediasi adalah:

1) Para pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya
adalah sukarea

2) Seleksi terhadap mediator,yang dilakukan oleh para piihak yang
bersengketa.

3) Pertemuan Mediator dengan para pihak yang bersengketa, pertemuan
dilakukan oleh mediator secara terpisah antara pihak yang satu dengan
yang lainnya.

4) Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut:

% Asmawati, “Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”,
Jurnal lImu Hukum , (Maret 2014), him, 58.
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a) Melakukan identifikasi dan penjelasan terhadap persoalan dan
permasalahan.

b) Mengadakan ringkasan terhadap permasalahan dan membuat agenda
untuk didiskusikan.

¢) Mendiskusikan setiap permasalahan satu demi satu.

d) Kesiapan memecahakan masalah.

e) Kerjasama memecahkan masalah

f) Membuat suatu persetujuan tertulis.*

Alternatife Dispute Resolutuon (ADR) merupakan lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu
penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi atau penilaian ahli -ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian
sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan

mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.®

Peraturan mengenai mediasi diatur di Indonesia yang tertuang dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa mediasi merupakan penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”
Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa mediator-adalah pihak yang bersifat netral dan
tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai

kemungkinan penyelesaian sengketa.®

> Dion Amando Sihombing , Heru Suyanto, “Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif
Penyelesaian Sengketa Kontrak Showbiz Di Luar”, Jurnal IImu Hukum dan Humaniora, Vol. 8,
No. 2, (2021), him. 353

% Afrik Yunari, “Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian
Sengketa Non Litigasi”, Jurnal Inovatif, Vol. 2, No.1, (februari- 2016), him. 134

61 pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan

62 pasal 1 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
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Mediator harus mampu untuk menawarkan solusi lain ketika para pihak
tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa atau para pihak sudah
mengalami kesulitan atau terhenti dalam menyelesaiakn sengketa tersebut.
Dalam hal ini peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam
membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki
sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan.membantu para pihak dalam

penyelesaian sengketa mereka.

KitabUndang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa mediasi
merupakan salah satu bentuk perikatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan
dalam Pasal 1851 KUHPerdata yang berbunyi perdamaian adalah suatu
persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan
suatu barang, kedua belah pihak mengakiri suatu perkara yang sedang diperiksa
Pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya

mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.®®

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang mediasi yang terdapat
dalam Pasal 143-145. KHI Pasal 143 Ayat (1) menjelaskan bahwa dalam
pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah
pihak.** Ayat (2) menjelaskan. selama perkara belum diputuskan,  usaha
mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.®® Pasal 144
dijelaskan apabila terjadi perdamaian, .maka tidak dapat diajukan gugatan
perceraian baru berdasarkan alasan-alasam yang ada sebelum perdamaian dan

telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. ®

Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila tidak dapat

dicapau perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang

® pasal 1851 KUHPerdata

% pasal 143 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
% pasal 143 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
% pasal 144 Kompilasi Hukum Islam.
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tertutup.®’ Mediasi dalam keberadaanya sebagai alternatif penyelesaian sengketa
yang dilaksanakan oleh Hakim di Pengadilan maupun pihak lain diluar
Pengadilan diperlukan aturan hukum. Berikut ini aturan-atauran hukum yang

mendasari mediasi dari masa ke masa:
a. Masa Kolonial Belanda

Pengaturan tentang mediasi pada masa kolonial Belanda mengarah pada
proses perdamaian di lingkungan Peradilan. Untuk diluar Pengadilan, Belanda
lebih mengedepankan pada hukum adat. Hukum adat dapat diyakini dapat
menyelesaiakn persoalan atau sengketa masyarakat pribumi dengan cara damai,

tanpa diperlukan campur tangan pihak penguasa.
b. Masa Kemerdekaan sampai sekarang

Pasal 24 UUD 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.®®

Dalam proses penyelesaian sengketa, Peradilan Indonesia mengunakan asas
sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.*® Asas ini berkaku bagi lembaga Peradilan yang terdiri dari
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Penyelesaian sengketa secara damai di Pengadilan diatur dalam Pasal 39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7

%7 pasal 145 Kompilasi Hukum Islam

® pasal 24 UUD 1945

% pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
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tahun 1989, Pasal 115, 131, dan 144 Kompilasi Hukum islam, serta Pasal 32
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan dalam Pasal
tersebutyaitu para pihak sebelum perkara mereka diputuskan meminta agar
Hakim berusaha untuk mendamaikan mereka. Hakim tidak hanya
mengusahakan perdamaian pada sidang pertama, tetapi dapat juga dilakukan
dalam setiap proses pemeriksaan perkara. Ketentuan mengenai mediasi baru,
dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrasi dan Alternatif penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan dan Peraturan Mahkamah
Agung Nomro 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.”

Dalam hukum Islam juga mengatur tentang mediasi. Mediasi dalam Islam
diatur dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 35 sebagai berikut:
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Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya,
maka Kkirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seseorang juru
damai darinkeluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah
maha teliti dan Maha Mengenal.

Selanjutnya surat An-Nisa Ayat 128 sebagai berikut:
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Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau
bersikap tidak acuh, maka kedauanya dapat mengadakan perdamaian itu lebih
baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika

0 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syari’ah Adat dan Hukum Nasional,
(Jakarta: Kencana, 2009)
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kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari
nusyuz dan sikap acuh dan tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap
apa yang kamu kerjakan.

Dasar hukum mediasi menurut hukum positif diatur dalam beberapa Pasal

sebagai berikut:

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian.
Hakim wajib-terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara
sebelum perkaranya diperiksa.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberdayaan Lembaga Perdamaian.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan

4. Alteernatif Penyelesaian Sengketa (APA) di luar Pengadilan diatur
dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Proses Mediasi Harta Bersama

Proses pembagian harta bersama sebelum dibawa ke Pengadilan, biasanya
diselesiakan oleh Aparatur setempat dengan cara musyawarah dengan kedua
belah pihak. Ketika proses pembagian harta bersama tidak bisa diselesaikan
melalui musyawarah kampung, maka -proses -pembagian harta bersama baru

dilanjutkan ke Pengadilan dengan aturan-aturan yang sudah berlaku.™

Proses mediasi di- Kampung apabila terdapat kasus sengketa harta bersama
antara suami dan istri yang belum dapat terselesaikan, maka pihak mendatangi
tokoh masyarakat yaitu seperti Aparatur Kampung yang ada di Kampung
tersebut. Aparatur Kampung bisa berupa tokoh masyarakat seperti Keuchik/ Reje

Kampung, Sekretaris Kampung, Imam Kampung, Ketua RT/ RW. Aparatur

! Rukiah, Herman, “Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan Adat Dalam Perspektif
Hukum Islam”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9, No. 2, (Juli 2011), him. 114
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Kampung memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara tersebut sehingga
lebih efektif dalam menyelesaikan perkara yang terjadi.

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama juga melibatkan tokoh agama
atau tokoh adat, karena tokoh agama merupakan orang yang dihormati dan
dianggap sebagai penengah yang adil. Dengan hadirnya tokoh agama, maka
dapat menambah rasa hormat dan kepercayaan semua pihak dalam proses
mediasi sehingga ‘konflik lebih mudah diselesaikan. Penyelesaian perkara
sengketa harta bersama yang dilakukan melalui mediasi biasanya diselesaikan di
tempat yang netral, seperti balai desa, kantor desa atau aula warga. Tempat yang
netral tersebut dapat membuat para pihak nyaman dan terbuka saat

menyampaikan pendapat atau keluhan mereka.

Dalam menyelesaikan mediasi, harus ditetapkannya aturan dalam mediasi
tersebut seperti berbicara bergantian, tidak boleh satu pihak saja yang berbicara,
tidak boleh memotong pembicaraan, serta menjaga ketenangan. Mediasi yang
dilakukan di Kampung yang diselesaikan olen Aparatur Kampung sebaiknya
dilakukan dengan pendekatan kekeluargaa, yaitu mengutamakan dialog yang
santun dan pengertian antar pihak. Tujuannya adalah agar konflik yang terjadi

tersebut dapat diselesaikan dengan damai.”

Tahap mediasi di kampung biasanya melibatkan pendekatan yang lebih
informal dan berbasis pada adat serta kearifan fokal di daerah setempat. Adapun

tahap-tahap mediasi yang dilakukan di Kampung adalah sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan

a. ldentifikasi pihak yang bersengketa
Mediator atau pihak penengah (biasanya tokoh adat atau pemuka

masyarakat) akan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam

2 Robi Awaludin, “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi
Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 4, No.2,
(Desember 2021), him. 12
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sengketa. Pihak-pihak ini biasanya terdiri dari dua belah pihak yang
mengalami konflik, baik antar individu, keluarga, atau kelompok.
b. Penentuan Mediator

Di kampung, mediator sering kali dipilih berdasarkan kedudukan
sosialnya dalam masyarakat, seperti tokoh adat, ketua RT/RW, kepala
desa, atau orang yang dianggap bijaksana dan memiliki integritas.
Mediator harus netral dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam
sengketa tersebut.
c. Pengumpulan Informasi Awal

Sebelum mediasi dimulai, mediator biasanya akan mendengar
latar belakang masalah dari kedua helah pihak secara terpisah. Ini
bertujuan untuk memahami situasi, akar masalah, dan posisi masing-

masing pihak.”

2. Tahap pertemuan awal

a. Pemberitahuan dan Undangan

Mediator akan memberitahu kedua belah pihak mengenai niat
untuk menyelenggarakan mediasi, kemudian mengatur waktu dan tempat
pertemuan. Tempat yang dipilih biasanya adalah balai desa, rumah tokoh
masyarakat, atau tempat netral yang disepakati oleh kedua pihak.
b. Penetapan Aturan Dasar

Pada awal pertemuan, mediator akan menetapkan beberapa
aturan dasar _mengenai tata cara mediasi. Biasanya meliputi larangan
berbicara kasar, saling menghina, atau melakukan ancaman fisik. Semua
pihak didorong untuk berbicara dengan tenang dan terbuka.

c. Penjelasan Tujuan Mediasi

3 Umar Hasan, dkk, “Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perspektif
Hukum Adat”, Jurnal Inovatif, Vol. 12, No. 1, (2019), him. 124
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Mediator menjelaskan tujuan utama mediasi, yaitu mencapai
kesepakatan bersama tanpa harus melibatkan jalur hukum formal.
Ditekankan bahwa solusi yang dicapai adalah solusi bersama yang harus
disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Tahap Eksplorasi Masalah
a. Pemaparan Masalah oleh Pihak Pertama

Pihak pertama diberi kesempatan untuk memaparkan versinya
mengenai masalah yang sedang dihadapi. Mereka dapat menyampaikan
apa yang menjadi keluhan atau tuntutan mereka. Dalam budaya
kampung, penting untuk memberi waktu bagi semua pihak untuk
berbicara tanpa disela.

b. Pemaparan Masalah oleh Pihak Kedua

Setelah pihak pertama selesai berbicara, giliran pihak kedua
untuk menyampaikan pandangannya terhadap konflik tersebut. Mereka
juga diberi waktu yang sama untuk menyampaikan pendapatnya tanpa
interupsi dari pihak pertama.

c. Penyusunan Masalah Utama

Setelah mendengar kedua belah pihak, mediator akan
merangkum poin-poin utama dari perselisihan tersebut. Dengan
demikian, fokus permasalahan dapat diperjelas sehingga semua pihak

memahami isu-isu penting yang harus diselesaikan.

4. Tahap Negosiasi dan Pencarian Solusi
a. Penawaran Solusi dari Masing-masing Pihak
Setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, masing-masing
pihak diberikan kesempatan untuk memberikan saran atau usulan solusi.
Pada tahap ini, mediator berperan aktif untuk memastikan bahwa usulan
tersebut realistis dan adil.

b. Tawar Menawar
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Proses negosiasi biasanya melibatkan tawar menawar antara
kedua belah pihak. Dalam konteks mediasi di kampung, mediator sering
menggunakan nilai-nilai adat dan kebersamaan sebagai panduan untuk
mencapai solusi. Kebijaksanaan lokal, seperti rasa hormat, gotong
royong, dan rasa kekeluargaan, biasanya menjadi acuan dalam proses
tawar menawar ini.

d. Mediator sebagai Pengarah

Mediator sering kali ~mengarahkan diskusi, mengusulkan
kompromi, atau memberikan masukan berdasarkan adat dan norma
setempat. Mediator juga harus menjaga agar kedua pihak tetap dalam

suasana yang kondusif dan tidak emosional selama proses negosiasi.”*

Tahap Kesepakatan
a. Mencapai Kesepakatan Bersama

Jika solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak tercapai, maka
mediator akan memastikan-bahwa semua aspek dari kesepakatan tersebut
dipahami dan diterima oleh kedua pihak. Kesepakatan ini biasanya
mencakup pembagian tanggung jawab, pemenuhan hak, dan bentuk
penyelesaian lain yang adil.
b. Dokumentasi Kesepakatan Dalam beberapa kasus

Kesepakatan yang tercapai akan didokumentasikan secara tertulis
untuk menghindari perselisinan di kemudian hari. Meskipun bersifat
informal, dalam banyak kampung, keputusan yang diambil secara adat

dianggap mengikat secara sosial, bahkan tanpa dokumen tertulis.

™ Akhmad khalimy, “Urgensi Menjadikan Desa Sebagai Basis Mediasi dalam

Penyelesaian Sengketa Perdata”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, (Juni 2018), him.

91-92
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c. Pengesahan oleh Tokoh Adat Dalam beberapa masyarakat adat
Kesepakatan ini akan disahkan oleh tokoh adat atau pemuka
masyarakat, yang kemudian berfungsi sebagai penjamin bahwa

kesepakatan tersebut akan dipatuhi oleh kedua belah pihak.

6. Tahap Tindak Lanjut

a. Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan

Setelah kesepakatan tercapai, mediator dan tokoh adat akan
memantau implementasi dari kesepakatan tersebut. Mereka memastikan
bahwa kedua belah pihak melaksanakan apa yang telah disepakati secara
adil dan sesuai dengan perjanjian.
b. Penyelesaian jika Terjadi Pelanggaran Kesepakatan

Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, mediator dapat
kembali memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan pelanggaran
tersebut. Pada tahap ini, tokoh adat atau pemuka masyarakat dapat
memberi sanksi moral atau sosial kepada pithak yang melanggar, sesuai
dengan adat setempat.”

7. Penutupan

a. Simbol Perdamaian Di banyak kampung

Setelah kesepakatan tercapai, sering kali diadakan upacara kecil
sebagai simbol perdamaian. Upacara ini bisa berupa makan bersama,
bersalaman, atau upacara adat lainnya yang menandakan bahwa konflik
telah selesai dan hubungan sosial kembali normal.
b. Pemulihan Hubungan Sosial

Selain menyelesaikan masalah material, tahap akhir dari mediasi
di kampung adalah pemulihan hubungan sosial antara kedua pihak. Hal
ini penting agar mereka dapat kembali hidup berdampingan dengan

damai tanpa ada dendam atau kebencian.

> Habibul Umam, Baiq Mulianah, “Pelatihan Mediasi Desa di Desa Bonder”, Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat, VVol. 1, No.2, (Agustus 2021), him. 71-72
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EFEKTIVITAS MEDIASI APARATUR KAMPUNG DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA BERSAMA

A. Profil Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

1. Letak Geografis

Kecamatan - Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu
Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Secara administratif
berbatasan dengan Kecamatan Timang Gajah di sebelah utara, Kabupaten
Aceh Tengah di sebelah selatan dan barat, dan Kecamatan Bukit di sebelah
Timur. Luas wilayah Kecamatan Wih Pesam 66,28 km?* atau sebesar 3,45%
dari total luas Kabupaten Bener Meriah dengan ketinggian sekitar 1.185-
1.450 meter diatas permukaan laut, terdiri dari 27 desa dan beribukotora

Pante Raya.

Desa terluas adalah Desa Pante Raya dengan luas sebesar 10,49 km?
atau sekitar 15,83% dari total luas Kecamatan Wih Pesam, sedangkan desa
dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Jamur Ujung dengan luas wilayah
sebesar 0,89 km? atau 1,34% dari total luas Kecamatan Wih Pesam. Bisa
diliat dari jarak tempuh, jarak dari desa ke ibukota Kecamatan berkisar
antara 0,5 sampai dengan 7,5 km, dengan desa paling jauh yaitu Desa
Syurajadi dan Blangpaku. Sedangkan Desa yang terdekat adalah Wih Pesam
dan Pante Raya. Untuk jarak ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten yaitu
Simpang Tiga Redelong adalah 2,5 km.

Tabel 3.1 Kondisi Geografis

No Kondisi Geografis Geografis

1 Luas Wilayah 66,28

2 Ketinggian 1.185-1.450

43
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Tabel 3.2 Batas Wilayah

No Batas-Batas Wilayah Wilayah
1 Utara Kecamatan Timang
Gajah
2 Timur Kecamatan Bukit
3 Barat Kecamatan Aceh Tengah
4 Selatan Kecamatan Aceh Tengah

Tabel 3.3 Jarak Desa

No Jarak Desa Ke Kecamatan Jarak
1 Terdekat 0,5 Km
2 Terjauh 7,5 Km

2. Pemerintahan Kecamatan Wih Pesam

Kecamatan Wih Pesam telah mengalami beberapa kali pemekaran
wilayah. Pada awalnya jumlah desa di Kecamatan Wih Pesam berjumlah 11
desa, kemudian pada tahun 2008 terjadi pertukaran desa dikarenakan letak
desa yang kurang sesuai. Desa tersebut adalah Desa Karang Rejo yang
berada di bawah pemerintahan Kecamatan Wih Pesam pindah ke Kecamatan
Bukit, sebaliknya Desa Burni Telong yang berada di bawah pemerintahan
Kecamatan Bukit pindah ke Kecamatan Wih Pesam, sehingga tidak

mempengaruhi jumlah Desa di kedua Kecamatan tersebut.

Pada tahun 2010 sesuai SK Bupati, Desa Mekar jadi Ayu sehingga
jumlah desa definitive di Kecamatan Wih Pesam sebanyak 27 Desa, dengan
78 dusun dan 3 mukim yang baru-baru ini berupa nama, yaitu Mukim Reje
Ilang, Mukim Burni Cempege dan Mukim Negeri Antara yang masing-
masing membawahi 9 desa. Jumlah Pegawai Negeri (PNS) di lingkungan
Kantor Camat Wih Pesam sebanyak 29 Pegawai. Jika diliat berdasarkan

golongan kepangkatan, jumlah pegawai golongan Il sebanyak 11 orang atau
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50%, golongan Il sebanyak 7 orang atau 42,86%, dan golongan IV
sebanyak 2 orang atau 7,14%, dan pegawai honorer sebanyak 9 orang.

Tabel 3.3 Statistik Pemerintahan Kecamatan Wih Pesam

NO Wilayah Administratif Jumlah
1 Desa Definitif 27

2 Desa Persiapan 0

3 Mukim 3

Tabel 3.4 PNS Kantor Camat

NO Jumlah PNS Kantor Camat Jumlah

Golongan | -

Golongan 11 11

Golongan 11l

Golongan 1V

OB WIN| -
©O©IN|~

Golongan V

Total 29

Sumber: Kecamatan Wih Pesam dalam Angka 2023

3. Kependudukan

Berdasarkan proyeksi penduduk Kecamatan Wih Pesam di tahun
2016 adalah 22.054 jiwa, terdiri dari 11.283 jiwa penduduk laki-laki dan
10.771 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan tahun 2015,
jumlah penduduk Kecamatan Wih Pesam berkurang sebanyak 108 orang.
Secara umum jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Wih Pesam lebih
banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuannya. Hal ini juga dari sex
ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Untuk tahun 2015 untuk setiap 100
penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki dengan jumlah kepala
keluarga sebanyak 6.001 keluarga.
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Kepadatan penduduk pada Kecamatan Wih Pesam mencapai 333

jiwa/Km?. Penduduk tempat berada di Desa Simpang Balik yang mencapai

1.280 jiwa/Km?, Desa Kebun Baru mencapai 978 jiwa/Km?, Desa Simpang

Teritit mencapai 955 jiwa/Km? dan Desa Bener Mulie 666 jiwa/Km?. Dan

untuk desa yang jarang penduduknya berada pada Desa Mekar jadi Ayu

yang kepadatan penduduknya hanya 90 jiwa/Km?*

Tabel 3.5 Statistik Kependudukan Kecamatan Wih Pesam

NO Uraian 2024
Penduduk “Jumlah
1 Laki-Laki 7958
2 Perempuan 7735
Total 15.693

B. Praktek Mediasi Aparatur- Kampung Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta

Bersama

Mediasi sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten

Bener Meriah dilakukan secara kekeluargaan. Penyelesain sengketa harta

bersama di Kecamatan Wih Pesam biasanya diselesaikan oleh pihak keluarga,

apabila pihak keluarga belum bisa menyelesaiakan sengketa harta bersama

tersebut, maka penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan secara mediasi

yang dilakukan oleh aparatur kampung seperti reje, imam kampung dan petue

kampung di Kecamatan Wih Pesam.

Kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah apabila terdapat sengketa

harta bersama di Kecamatan Wih Pesam, keluarga yang bersengketa tidak

langsung membawa kasus tersebut ke ranah hukum, misalnya seperti Mahkamah

Syari’ah atau Pengadilan. Tetapi pihak yang bersengketa akan terlebih dahulu
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menyelesaiakannya secara kekeluargaan. Apabila belum bisa diselesaikan secara
kekeluargaan dan belum mendapatkan hasil yang diinginkna, maka pihak yang
bersengketa akan membawanya ke “reje”, imam kampung dan petue kampung
dengan tujuan agar sengketa tersebut dapat diselesiakan bersama. Oleh karena
ini, pihak “reje”, imam kampung dan petue kampung berperan penting dalam
menyelesaikan sengketa harta bersama di-setiap Kampung yang ada di
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Aceh Tengah.

Salah satu tugas dari Aparatur Kampung seperti “reje”, imam kampung,
petue, dan orang yang dituakan di Kampung adalah menyelesaikan setiap
permasalahan yang terjadi di Kampung tersebut dan mencari jalan keluar di
setiap permasalahan yang terjadi di Kampung. Dalam hal ini, terkait dengan
sengketa harta bersama yang terjadi di setiap Kampung di Kecamatan, maka
pihak reje, imam kampung dan petue kampung harus menyelesaikan perkara
sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten
Aceh Tengah dilakukan secara mediasi. Mediasi yaitu membantu para pihak
dalam rangka menegosiasikan persengketaan yang dihadapi dalam rangka
mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntung. Mediasi
dalam hal ini yaitu mediasi sengketa harta bersama yang terjadi antara suami
dan istri yang sudah bercerai.

Permasalahan sengketa harta bersama merupakan permasalahan yang
sangat rumit, dikarenakan harta bersama adalah harta yang sudah bercampur
antara harta istri_dengan harta suami selama masa perkawinan berlangsung.
Tetapi harta tersebut harta yang didapat selama masa perkawinanya
berlangsung, bukan harta bawaan sebelum masa perkawinan. Mediasi dilakukan
dengan cara para pihak didamaikan terlebih dahulu agar penyelesaian sengketa
tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya emosi dari salah satu pihak yang

bersengketa
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Mediasi sengketa harta bersama dilakukan dengan cara Aparatur
Kampung seperti “reje”, imam kampung dan petue kampung mendamaikan para
pihak yang bersengketa yaitu suami istri yang sudah bercerai atau yang ingin
bercerai. Tujuan dari mediasi yang dilakukan oleh Aparatur Kampung di
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Aceh Tengah adalah agar sengekta harta
bersama yang terjadi di Kampung tidak dibawa ke Mahkamah Syari’ah atau
Pengadilan, dikarenakan penyelesaian sengketa harta. bersama merupakan
permasalahan kekeluargaan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaa. Apabila
tidak bisa terselesaikan secara kekeluargaan, maka Aparatur Kampung akan
membantu menyelesaikannya secara mediasi di Kampung.

Adapun praktek mediasi yang dilakukan oleh “reje”, imam kampung dan
petue kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Aceh Tengah adalah para
pihak yang bersengketa yaitu sengketa harta bersama antara suami dan istri akan
dipanggil untuk dilakukan mediasi. Mediasi dilakukan dengan cara
mendamaikan suami dan istri sehingga suami dan istri tidak menyelesaikan
sengeketa harta bersama secara emosi. Selanjutnya “reje”, imam kampung dan
petue kampung akan menanyakan harta apa saja yang akan dibagi atau
dipersengketakan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah
satu “reje” yang ada di Kecamatan.\Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sebagai
berikut:

“Dalam penyelesaian sengketa terkait harta bersama, pertama-tama
akan diidentifikasi jenis sengketa yang terjadi. Dalam kasus harta
bersama, sebagaimana yang sering terjadi di masyarakat, konflik
umumnya melibatkan suami dan istri yang saling memperebutkan hak
atas harta tersebut. Perselisihan ini memerlukan penyelesaian yang adil,
dengan membagi harta secara merata, mengingat harta bersama
merupakan hasil dari kontribusi kedua belah pihak selama masa
pernikahan, sehingga pembagian harus dilakukan secara proporsional”.76

’® Wawancara dengan Bapak Suyono Sebagai Aparatur Kampung di Kampung Kebun
Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada tanggal 5 januari 2024
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Dalam hal ini, penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan oleh
Aparatur Kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Aceh Tengah Aparatur
Kampung seperti “reje”, imam kampung dan petue kampung akan menanyakan
terlebih dahulu sengketa apa yang terjadi. Apabila sengketa yang terjadi adalah
sengketa harta bersama, maka kebiasaanya yang terjadi adalah pihak suami dan
istri akan mempermasalahkan-sengketa harta tersebut dengan memperebutkan
sengeketa harta bersama, sehingga Aparatur Kampung berperan penting dalam
melakukan mediasi sengketa harta bersama agar para pihak dapat dibagi harta
bersama secara adil tanpa adanya perselisihan.

Harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama masa perkawinan
berlangsung. Sedangkan harta didapatkan sebelum adanya perkawinan, harta
tersebut merupakan harta bawaan suami istri bukan termasuk harta bersama dan
tidak boleh dibagi karena merupakan harta masing-masing pihak suami dan istri.

Proses mediasi yang dilakukan oleh “reje”, imam kampung dan petue
kampung setelah para pihak didamaikan, Aparatur Kampung juga berperan
dalam membagi harta bersama -tersebut. sehingga harta yang dibagi tidak
bercampur dengan harta bawaan suami dan istri. Aparatur kampung seperti
“reje”’; imam kampung dan petue kampung akan melakukan pemeriksaan
terhadap harta yang didapatkan. oleh pasangan suami istri setelah adanya
pernikahan sehingga hal ini memudahkan proses mediasi para pihak yang
bersengketa. Tetapi sebelumnya; “‘reje”’; imam kampung dan petue kampung
akan mendengarkan pendapat dan usulan dari para pihak yang bersengketa yaitu
suami dan istri. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu
“reje”, imam kampung dan petue kampung di Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

“Kami sebagai “reje” akan terus membantu setiap sengketa yang
terjadi di setiap Kampung, baik itu sengketa harta bersama dan sengketa
lain. Sengketa harta bersama kami akan mendengarkan masalah dari
sengketa harta bersama tersebut, kami akan memberikan kesempatan
kepada pihak istri dan pihak suami untuk menjelaskan sengketa yang
dipersilihkan. Kami sebagai “reje” akan netral dan tidak memihak
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siapapun terlebih kepada keluarga kami, saudara atau kerabat yang kami

kenal. Kami tetap membantu para pihak dengan menyelesaikan sengketa

secara adil”.”’

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Aparatur Kampung di
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yaitu Aparatur Kampung
menyatakan bahwa akan menyelesaikan setiap perkara sengketa harta bersama
yang terjadi di Kampung tersebut. Hal pertama yang-dilakukan oleh Aparatur
Kampung adalah mereka akan mendegarkan permasalah yang terjadi dengan
memberikan kesempatan kepada para pihak yang -bersengketa untuk
menjelaskan sengketa apa yang dipesilisinkan. “Reje”, imam kampung dan
petue kampung akan mendegarkan pendapat dan usulan dari kedua belah pihak
yaitu suami dan istri yang bersengketa harta bersama sehingga dalam hal ini
Aparatur Kampung dapat mengetahui cara penyelesaian yang akan dilakukan.

Proses mediasi akan terus berlanjut dengan memberikan kesempatan
kepada para pihak suami istri yang bersengketa harta bersama menjelaskan
setiap permasalahan yang terjadi.Setelah para pihak menjelaskan setiap
permasalahan yang terjadi, Aparatur Kampung seperti “reje”, imam kampung
dan petue kampung akan mencari jalan keluar dari sengketa harta bersama,
karena sengketa harta bersama terjadi karena kedua belah pihak suami dan istri
memperselisihkan harta bersama yang didapatkan selama masa perkawinan
berlangsung.

Berakhirnya mediasi bisa jadi terjadinya kesepakatan damai antara kedua
belah pihak yang bersengketa harta bersama atau bahkan mediasinya tidak
berakhir dikarenakan para pihak tidak mau berdamai dan tetap
mempermasalahkan harta bersama tersebut sehingga penyelesaian sengketa
harta bersama harus di bawa ke Mahkamah Syari’ah atau Pengadilan dan tidak

bisa diselesaikan oleh*reje”, imam kampung dan petue kampung. Dalam hal ini

" Wawancara dengan Bapak Suyono Sebagai Aparatur Kampung di Kampung Kebun
Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 5 Januari 2024.
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penulis melakukan wawancara dengan salah satu Aparatur Kampung di
Kecamatan Wih Pesam sebagai berikut:

“Mediasi biasanya berakhir karena para pihak suami atau istri sudah
damai dan mau membagi harta bersama tersebut sesuai dengan
kesepakatan bersama, tetapi ada juga mediasi yang tidak berakhir yaitu
suami dan istri mempermasalahkan harta bersama tersebut dan dibagi
sesuai keinginan salah satu pihak tetapi salah satu pihanya lagi tidak
sepakat, mediasi ini_biasanya tidak berhasil. dan harus dibawa ke
Mahkamah Syari’ah™.”

Terdapat- beberapa proses mediasi harta bersama yang- dilakukan oleh
Aparatur Kampung Di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yaitu
Aparatur Kampung atau “Reje” menunjuk salah satu Aparatur Kampung, Reje
atau orang yang dituakan di Kampung tersebut untuk melakukan proses mediasi
terhadap sengketa harta bersama suami dan istri. Setelah adanya Aparatur
Kampung yang dapat menyelesaikan sengketa harta bersama, dilanjutkan proses
mediasi yang dilakukan oleh Aparatur Kampung tersebut dengan para pihak
yang bersengketa.

Pada saat proses mediasi berlangsung, “reje”, imam kampung dan petue
kampung akan terus berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa
yaitu'suami dan istri, Aparatur Kampung juga.akan menjelaskan dampak hukum
yang terjadi dari permasalahan tersebut, dampak yang terjadi bagi keluarga,
masyarakat dan lingkungan sekitar apabila para pihak terus melakukan
perselisihan sengketa tersebut.

Dalam hal ini “reje”, imam kampung dan petue kampung di Kecamatan
Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tidak bisa memaksakan keinginan dan
para pihak yang bersengketa dan tidak bisa menuntut salah satu pihak suami
atau istri karena tugas Aparatur kampung seperti “reje”, imam kampung dan

petue kampung adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa sehingga

"8 Wawancara dengan Bapak Suyono Sebagai Aparatur Kampung di Kampung Kebun
Baru kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 5 Januari 2024.
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tidak terjadi lagi perselisihan. Pada hakikatnya tugas “reje”, imam kampung dan
petue kampung adalah sebagai penengah terhadap para pihak yang bersengketa
dan bukan memberikan putusan. Penulis melakukan wawancara dengan salah
satu “Reje” di Kecamatan Wih Pesam mengenai proses mediasi yang dilakukan
oleh Aparatur Kampung sebagai berikut:

“Kami akan menunjuk.salah satu Aparatur Kampung yang bisa
menyelesaikan sengeketa harta bersama melalui proses mediasi, setelah
itu kami tetap -terus mendamaikan para pihak supaya tidak ada lagi
perselisihan dan dapat diselesaikan sengketa ini dengan kesepakat kedua
belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak suami atau istri. Kami juga
akan menjelaskan dampak yang timbul dari perselisihan sengketa ini
apabila terus berlanjut ke Mahkamah syari’ah dan bisa diselesaikan
secara damai di Kampung, dampak itu terjadi bagi anak, keluarga,
masyarakat dan lingkungan sekitar. Kami tidak memaksakan kehendak
para pihak tetapi kami mencari jalan keluar dari perselisihan ini, dan
kami tidak menuntut salah satu pihak suami atau istri kami tetap netral
karena tugas kami sebagai penengah para pihak yang bersengketa”.”

Dalam hal ini, “reje” tidak hisa memaksakan kehendak para pihak karena
tugas Aparatur Kampung adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa dan
mencari jalan keluar dari sengketa harta bersama yang terjadi antara suami dan
istri sehingga hasil akhir yang didapatkan selasa proses mediasi berlangsung
yang dilakukan oleh “reje” di Kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah
adalah terdapat beberapa hasil diantaranya apabila mediasi yang dilakukan oleh
Aparatur Kampung berhasil.

Berhasilnya mediasi ditandali dengan kesepakatan kedua belah pihak
terhadap sengketa harta bersama tersebut, para pihak suami dan istri akan
berdamai dan menyetujui kesepakatan yang telah dibuat bersama. “Reje”
Kecamatan Wih Pesam akan memberitahukan hasil kesepakatan damai tersebut
dengan membuat hasil kesepakatan bersama antara suami dan istri di selembar

kertas dan akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak suami dan istri, sehingga

™ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Sebagai Reje di Kampung Simpang Balek
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 8 Januari 2024.
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hasil tersebut akan memberikan bukti bahwa sengketa harta bersama telah
adanya kesepakatan bersama tanpa ada perselisihan lagi sesuai dengan
kesepakatan dari kedua belah pihak suami dan istri.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Aparatur seperti “reje”,
imam kampung dan petue kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener
Meriah sebagai berikut:

“Mediasi yang berhasil adalah mediasi yang sepakat semua pihak,
sepakat suami dan istri, sepakat harta bersama dibagi sama-sama sesuai
kesepakat-suami dan istri, dan suami istri menyetujui tidak ada salah satu
pihak yang setuju tetapi kedua pihak setuju, apabila sudah sepakat semua
dengan hasil mediasi ini, kami biasanya membuat surat hitam di atas
putih yang ditandatangani oleh suami dan istri, itu menjadi bukti bahwa
mereka sudah damai tidak ada lagi perselisihan harta bersama, suami dan
istri sudah sepakat terhadap isi surat tersebut”.®

Hasil mediasi selanjutnya adalah mediasi yang dilakukan oleh ‘“reje”,

imam kampung dan petue kampung Kecamatan Wih Pesam berhasil sebagian
yaitu kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri terhadap sengketa harta
bersama sama-sama sepakat dengan keputusan antara suami dan istri. Tetapi
penyelesaian ini berhasil sebagian karena sebagian objeknya lagi yang
dipersengketakan tidak ada kesepakatan bersama hanya kesepakan salah satu
pihak, sehingga mediasi yang dilakukan oleh “reje”, imam kampung dan petue
kampung berhasil sebagian tidak berhasil seluruhnya. Misalnya seperti ada 5
objek “sengketa harta bersama -yangdiperselisihkan, 3 objek memperoleh
kesepakatan bersama antara suami dan istri, sedangkan 2 objeknya lagi tidak
memperoleh kesepakat bersama sehingga objek yang tidak memperoleh
kesepakatan bersama harus dilanjutkan di Mahkamah Syari’ah atau ke

Pengadilan untuk melakukan penyelesaian sengketa harta bersama dan

memberikan putusan yang adil untu kedua belah pihak suami dan istri.

8 Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Sebagai Reje di Kampung Simpang Balek
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 8 Januari 2024.
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Objek sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam yang telah
mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri akan dibuatkan
surat yang menyatakan bahwa suami dan istri sudah memperoleh kesepakatan
terhadap harta bersama tersebut sehingga tidak dilanjutkan lagi ke Mahkamah
Syari’ah yang akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak suami dan istri.
Sedangkan objek yang belum memperoleh kesepakatan bersama akan
diselesaikan di Mahkamah Syari’ah dengan putusan yang diberikan oleh Hakim.

Hasil mediasi selanjutnya adalah proses mediasi gagal dilakukan oleh
“reje”, imam kampung dan petue kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten
Bener Meriah, mediasi yang gagal dilakukan adalah apabila para pihak tidak
mau didamaikan dan masih terjadi perselisihan antara kedua belah pihak suami
dan istri mengenai harta bersama tersebut. Aparatur Kampung seperti “reje”,
imam kampung dan petue kampung Kecamatan Wih Pesam sudah berusaha
melakukan mediasi tetapi para pihak tidak mau berdamai dan melanjutkan
proses sengketa harta bersama ke Mahkamah Syari’ah atau Pengadilan. Dalam
hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu Aparatur Kampung di
Kecamatan Wih Pesam sebagai berikut:

“Hasil mediasi di Kecamatan Wih Pesam biasanya ada tiga, pertama
berhasil atau damai sesuai kesepakatan, kedua berhasilnya sebagian yaitu
sebagian harta bersama yang disengketakan tetap dibawa ke Pengadilan
dan terakhir sama sekali tidak berhasil karena suami dan istri tidak mau
berdamai dan masih bersengketa. Kami sebagai “reje” sudah berusaha
melakukan mediasi terhadap suami dan istri yang bersengketa harta
bersama tetapi para pihak tidak mau didamaikan dan tidak mendapatkan
kesepakatan bersama, mereka akan'membawa sengketa harta bersama ke

Pengadilan untuk melakukan proses pembagian harta bersama”.%*

Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh “Reje” Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah, “Reje” akan memberikan solusi terhadap pembagian

harta bersama. Harta bersama antara suami dan istri akan diperjual belikan

81 Wawancara dengan Ibu Rosdiana Sebagai Kaur Desa Kampung Simpang Balek
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 8 Januari 2024.
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semuanya sehingga hasil dari harta bersama berbentuk uang bukan lagi
berbentuk benda. Uang hasil harta bersama suami dan istri akan dibagi rata yaitu
Y kepada suami dan ¥z kepada istri. Suami dan istri sama-sama mendapatkan Y2
atau setengah dari harta bersama tersebut. “Reje” juga akan menanyakan
kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila suami dan istri
setuju dengan solusi tersebut,-maka “reje” akan menyetujui bersama terhadap
kesepakatan suami-dan istri dan akan dijual harta bersama untuk dibagi Y2
kepada suami dan istri. Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara dengan
salah satu “Reje” di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten bener Meriah yang hasil
wawancaranya sebagai berikut;

“Kami memberikan opsi kepada para pihak yang bersengketa harta
bersama untuk harta bersama diperjualbelikan terlebih dahulu sehingga
ketika sudah dijual dan memperoleh uang, uang akan dibagi sama rata %2
kepada suami dan Y2 kepada istri, dibagi sama rata. Kalau benda bergerak

atau tidak bergerak agak susah dibagi karena harga semua benda tidak

sama, lebih mudah dibagi berbentuk uang”.#?

Berdasarkan wawancara diatas-bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh
Aparatur Kampung seperti “reje”, imam kampung dan petue kampung di
Kecamatan Wih Pesam adalah “reje”, imam kampung dan petue kampung akan
memberikan solusi untuk harta bersama dijual sehingga hasil dari harta bersama
tersebut berbentuk uang yang akan dibagi sama rata kepada suami dna istri yaitu

suami dan istri sama-sama mendapatkan %z bagian.

C. Ektifitas Mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten
Bener Meriah Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama.

Mediasi pembagian harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten
Bener Meriah dilakukan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung di

Kecamatan tersebut. Mediasi yang dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan

82 Wawancara dengan Bapak Kaswandi Sebagai Reje di Kampung Simpang Teritik
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 11 Januari 2024.
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sengketa harta bersama yang terjadi antara suami dan istri sehingga dalam
pembagian harta bersama, suami dan istri kerap terjadi perselisihan. Dalam hal
ini “reje”, imam kampung dan petue kampung membantu untuk mendamaikan
para pihak yang bersengketa.

Dalam mediasi penyelesaian sengketa harta bersama, ada kasus yang dapat
diselesaiakan secara kekeluarga, secara adat-yang dibantu oleh “reje”, imam
kampung dan petue kampung dan ada juga yang harus dibawa ke Mahkamah
Syari’ah untuk selesaikan olenh Hakim. Di Kecamatan Wih Pesan terdapat
beberapa kasus sengketa harta bersama yang sudah diselesaikan oleh “reje”,
imam kampung dan petue kampung sehingga kasus sengketa harta bersama
tersebut tidak dibawa ke Mahkamah Syari’ah tetapi bisa diselesaikan oleh
Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Sengketa harta bersama yang terjadi di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten
Bener Meriah pihak “reje”, imam kampung dan petue kampung apabila terdapat
kasus sengketa harta bersama antara suami dan istri yang tidak terselesaikan
secara kekeluargaa, maka Aparatur Kampung seperti “reje”, imam kampung dan
petue kampung akan ikut serta dalam membantu menyelesaikan sengketa harta
bersama tersebut, karena setiap kasus sengketa harta bersama yang terjadi di
Kecamatan Wih Pesan, kasus tersebut tidak langsung dibawa ke Mahkamah
Syari’ah tetapi harus terlebih dahulu diselesaikan di Kampung baru nanti dibawa
ke Mahkamah Syari’ah apabila tidak bisa diselesaikan oleh Aparatur Kampung.
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan “reje”, imam kampung dan
petue kampung di Kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah sebagai
berikut:

“Setiap ada kasus sengketa harta bersama di Kampung, kami akan
turun tangan untuk menyelesaikannya, kasus tersebut tidak boleh dulu
dibawa ke Mahkamah Syari’ah sebelum diselesaikan di Kampung,
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karena ini merupakan tugas kami sebagai Aparatur Kampung untuk
s 83

menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di Kampung”.

Penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan melalui proses
mediasi ada yang bisa diselesaikan dan ada juga kasus yang tidak bisa
diselesaikan. Alasan tidak bisa diselesaikannya penyelesaian sengketa harta
bersama tersebut adalah karena para pihak tidak mau berdamai. Para pihak yaitu
suami dan istri tidak mau berdamai sehingga hal tersebut dapat menghambat
proses mediasi-berlangsung, hal tersebut juga menyebabkan mediasi tidak bisa
diselesaikan dan gagal. Oleh karena itu, Mediasi sengketa harta bersama yang
dianggap berhasil yaitu mediasi yang mendapatkan surat perdamaian atau
perdamaian dari proses mediasi yang telah dilakukan.

Mediasi bertujuan untuk mendamaikan para pihak sehingga apabila para
pihak sudah berdamai dan memperoleh kesepakatan bersama terhadap sengketa
yang diperselisinkan, maka pembagian harta bersama bisa dilanjutkan.
Penyelesaian sengketa harta bersama_yang berhasil dilakukan oleh Aparatur
Kampung Kecamatan Wih Pesam adalah yang sudah menempuh proses mediasi
yang dilakukan bersama dengan para pihak yang bersengketa yaitu suami dan
istri.'Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan “Reje” Kecamatan
Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

“Kasus sengketa harta bersama ada yang bisa kami selesaikan dan ada
juga yang tidak bisa kami selesaikan. Kasus sengketa harta bersama yang
bisa kami selesaikan berati sudah menempuh proses mediasi yang
panjang, karena harta bersama ini agak sulit kita selesaikan dikarenakan
suami dan istri sudah bercerai dan biasanya sudah tidak baik dan susah

untuk didamaikan”.®*

8 Wawancara dengan Ibu Rosdiana Sebagai Kaur Desa Simpang Balek Kecamatan
Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 8 Januari 2024.

8 Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Sebagai Reje di Kampung Simpang Balek
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 8 Januari 2024
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Mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di
Kecamatan Wih Pesam Kabuapetn bener Meriah setiap kampung berbeda-beda.
Ada kasus sengketa harta bersama yang bisa diselesaikan semuanya dan ada
juga yang tidak sama sekali belum terselesaikan. Dalam hal ini mediasi yang
dilakukan di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam terhadap sengketa
harta bersama yaitu terdapat -7 (tujuh) kasus yang dapat diselesaikan oleh
Aparatur Kampung, sedangkan 2 (dua) kasus lagi belum terselesaikan. Dalam
hal ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu Aparatur Kampung di
Kampung Wih Pesam sebagai berikut:

“Kasus yang selesai ada sekitar 7 kasus atau lebih, tetapi kasus yang
belum selesai hanya dua kasus yaitu sengketa harta bersama berinisial
HB dan sengketa harta bersama berinisial IS belum terselesaikan karena
harta bersama tersebut berjumlah milyaran sehingga perlu Pengacara
untuk membantu proses penyelesaian sengketa harta bersama”.®®

Selanjutnya mediasi penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan
oleh pihak “reje”, imam kampung dan petue kampung di Kampung Simpang
Balek, terdapat 7 (tujuh) kasus sengketa harta bersama dari tahun 2023-2024.
Mediasi yang dapat diselesaikan ada 6 (enam) kasus, sedangkan kasus sengketa
harta bersama yang belum terselesaitkan melalui proses mediasi ada 1 (satu)
kasus. Penulis melakukan wawancara dengan Reje Kampung Simpang Balek
sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan melalui proses
mediasi dari tahun 2023-2024 ada 7 (tujuh) kasus, 6 (enam) dapat kami
selesaikan atau damai dan 1 (satu) tidak selesai karena alasannya mereka
tidak mau berdamai dan penyelesaian harta bersama akan dibawa ke
Mahkamah Syari’ah”.sf5

% Wawancara dengan Bapak Suyono Sebagai Reje di Kampung Kebun Baru
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 5 Juni 2024

8 \Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri Sebagai Reje Kampung Simpang Balek
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 8 Juni
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Sengketa harta bersama di Kampung Simpang Teritik terdapat 3 (tiga)
kasus dari tahun 2023-2024, ketiga kasus tersebut dapat diselesaikan dan dapat
didamaikan oleh “reje”, imam kampung dan petue kampung sehingga kasus
tersebut tidak dibawa ke Mahkamah Syari’ah tetapi diselesaikan oleh Aparatur
Kampung. Berikut wawancara dengan salah satu Aparatur Kampung Simpang
Teritit:

“Dari tahun 2023-2024 hanya ada 3 (tiga) kasus sengketa harta
bersama, ketiganya dapat kami selesaikan dengan musyawarah dan kami
mencari jalan Keluar dari permasalahan sengketa harta bersama sehingga

ketiga kasus harta bersama ini dapat selesai dengan kesepakatan kedua

belah pihak suami dan istri”.%’

Selanjutnya mediasi penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan
di Kampung Pante Raya terdapat 6 (enam) kasus. Kasus yang dapat diselesaikan
secara mediasi ada 5 (lima) kasus, sedangkan 1 (satu) kasus yang tidak dapat
dilakukan secara mediasi dan harus dibawa ke Mahkamah Syari’ah. Berikut
wawancara dengan “Reje” Kepala Dusun Kampung Pante Raya sebagai berikut:

“Mediasi sengketa harta bersama yang dapat kami selesaikan ada 5
(lima kasus dari tahun 2023 sampai sekarang, sedangkan 1 (satu) kasus
sengketa harta bersama yang tidak selesai itu di tahun 2023 karena pihak
suami tidak mau berdamai dengan istri dan akan membawa kasus ini di
Mahkamah Syari’ah”.88

Penyelesaian sengketa harta bersama juga dilakukan di Kampung Simpang

Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Dari tahun 2023-2024
hanya ada 2 (dua) kasus sengketa harta bersama dan dua kasus tersebut dapat
diselesaikan dengan proses mediasi sehingga para pihak suami dan istri dapat
berdamai. Peneyelesaian sengketa harta bersama ini pada akhirnya dibagi sama

rata yaitu suami dan istri sama-sama mendapat Y2 bagian masing-masing.

8 Wawancara dengan Bapak Kaswandi Sebagai Aparatur Kampung di Desa Simpang
Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 11 Januari 2024

8 \Wawancara dengan Bapak Fajaruddin Sebagai Reje di Kampung Pante Raya
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Januari 2024
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Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Aparatur Kampung di
Kampung Simpang Antara sebagai berikut:

“Di Kampung ini hanya ada 2 (dua) kasus sengketa harta bersama, dan
dua-duanya kami dapat selesaikan dengan damai. Para pihak suami dan

istri berdamai, proses mediasi berkangsung lancar tanpa ada perselisihan

antara suami dan istri”.%°

Selanjutnya mediasi-penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan
di Kampung SukaJadi. Dimana di Kampung tersebut terdapat 7 (tujuh) kasus
sengketa harta bersama dari tahun 2023-2024. Kasus yang selesai 5 (lima) kasus
sedangkan yang tidak selesai hanya 2 (dua) kasus. Berikut wawancara dengan
Kepala Dusun Kampung Syura Jadi sebagai berikut:

“Di Kampung ini ada 7 (tujuh) kasus, selesai ada 5 (lima) kasus
sedangkan tidak selesai ada 2 (dua) kasus. Mediasi penyelesaian sengketa
harta bersama ini dari tahun 2023-20247.%

Mediasi penyelesaian sengketa harta bersama di kampung Suka Makmur
terdapat 5 (lima) kasus dari tahun 2023-2024. Kasus yang dapat diselesaikan
melalui mediasi ada 2 (dua) kaus. Sedangkan mediasi sengketa harta bersama
yang tidak bisa diselesaikan dan dibawa ke Mahkamah Syari’ah ada 3 (tiga)
kasus dari tahun 2023-2024. Berikut wawancara dengan salah satu Aparatur
Kampung Suka Makmur sebagai berikut:

“Kasus sengketa harta bersama daru tahun 2023-2024 yang kami
selesaikan sekitar 2 (dua) kasus, yang tidak bisa kami selesaikan dan
dibawa ke Mahkamah Syari’ah ada 3 (tiga) kasus”.>*

Tabel 3.6 Data Desa Mediasi Sengketa Harta Bersama

NO Desa Selesai Tidak

8 \Wawancara dengan Bapak Khairul Nawawi Sebagai Aparatur Kampung Simpang
Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Januari 2024

% Wawancara dengan Bapak Baihagi Sebagai Kepala Dusun di Kampung Syuka Jadi
Kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Januari 2024

1 Wawancara dengan Bapak Sutoyo Sebagai Aparatur Kampung Suka Makmur di
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 12 Januari 2024
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1 Kebun Baru 7 2
2 Simpang Balek 6 1
3 Simpang Teritit 3 -
4 Pante Raya 5 1
5 Simpang Antara 2 -
6 Suka Jadi 5 2
7 Suka Makmur 2 3

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan “reje”, imam
kampung dan petue kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener
Meriah. Terdapat tujuh desa yang melakukan mediasi terhadap kasus
penyelesaian sengketa harta bersama. Desa tersebut antara lain Kebun Baru,
Desa Simpang Balek, Desa Simpang Teritit, Desa Pante Raya, Desa Simpang
Antara, Desa Syura Jadi dan Desa Suka Makmur. Desa tersebut merupakan desa
yang melakukan mediasi terhadap sengketa harta bersama.

Kampung Kebun Baru terdapat 7 kasus sengketa harta bersama yang dapat
diselesaikan, sedangkan yang tidak ada 2 kasus. Desa Simpang Balek terdapat 7
kasus, 6 selesai dan 1 tidak selesai. Desa Simpang teritit terdapat 3 kasus dan
ketiganya dapat diselesaikan. Desa Pante Raya tedapat 6 kasus, 5 dapat
diselesaikan dan 1 tidak dapat diselesaikan. Sedangkan Desa Simpang Antara
terdapat 2 kasus dan dapat diselesaikan semuanya. Desa Syura Jadi terdapat 7
kasus, 5 selesai dan 2 tidak selesai. Kampung Suka Makmur terdapat 5 kasus, 2
selesai sedangkan 3 tidak dapat diselesaikan.

Dalam hal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi penyelesaian
sengketa harta bersama yang dilakukan oleh “reje”, imam kampung dan petue
kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah adalah efektif karena
dari setiap Desa yang ada di Kecamatan Wih Pesam, banyak kasus sengketa

harat bersama yang dapat diselesaikan oleh “reje”, imam kampung dan petue
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kampung dibandingkan dengan tidak dapat diselesaikan karena setiap Desa lebih
banyak kasus yang dapat diselesaikan secara mediasi daripada yang tidak dapat
diselesaikan secara mediasi Kampung. Dalam hal ini, mediasi penyelesaian
sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah
dapat dikatakan efektif dan mediasi tersebut sangat membantu para pihak yang
bersengketa harta bersama yaitu suami dan istri dalam menyelesaiakan

perselisihan yang berkaitan dengan sengketa harta bersama.



BAB EMPAT

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Praktek mediasi sengketa harta bersama yang dilakukan oleh Aparatur
Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah adalah Aparatur
Kampung mendamaikan para pihak yang bersengketa harta bersama yaitu
suami dan istri. Aparatur Kampung mendengarkan permasalahan yang
terjadi dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Tahapan dalam
penyelesaian sengketa harta bersama oleh Aparatur Kampung di Kecamatan
Wih Pesam adalah tahap awal yaitu tahapan persiapan dimana menentukan
siapa yang akan menjadi orang yang bisa mendamaikan kasus sengketa ini,
baik dari reje, kepala dusun dan tokoh adat lainnya. Selanjutnya melakukan
pengumpulan informasi awal yaitu informasi mengenai latar belakang
terjadi permasalahan sengketa tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan
pertemuan awal, dalam tahapan ini aparatur kampung yang ditunjukan
untuk menyelesaikan proses ini menjelaskan aturan-aturan atau alur dalam
proses penyelesaian sengketa harta bersama dan menjelaskan solusi yang
diambil nantinya yaitu solusi dari kesepakatan bersama antara kedua belah
pihak. Selanjutnya tahapan pemaparan-masalah oleh para pihak, dilanjutnya
dengan tahapan negosiasi dari para pihak dan mencari solusi dari sengketa
tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan kesepakatan bersama antara
kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan bersama antara kedua belah
pihak yang bersengketa maka tahapan selajutnya yaitu tahapan tindak lanjut
dari kesepakatan tersebut yaitu pengawasan dari aparatur kampung terhadap
kesepakatan bersama yang telah dicapai.

2. Efektifitas mediasi Aparatur Kampung Kecamatan Wih Pesam dalam
menyelesaikan sengketa harta bersama adalah sejauh ini penyelesaianya
efektif, karena dari setiap Desa yang ada di Kecamatan Wih Pesam, banyak

kasus sengketa harta bersama yang dapat diselesaikan oleh Aparatur
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Kampung dibandingkan dengan tidak dapat diselesaikan karena setiap Desa
lebih banyak kasus yang dapat diselesaikan secara mediasi daripada yang
tidak dapat diselesaikan secara mediasi Kampung. Dalam hal ini, mediasi
penyelesaian sengketa harta bersama di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten
Bener Meriah dapat dikatakan efektif dan mediasi tersebut sangat
membantu para pihak yang bersengketa harta bersama yaitu suami dan istri
dalam menyelesaiakan perselisihan yang berkaitan dengan sengketa harta
bersama.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, apabila adanya kasus sengketa harta bersama setelah
perceraian dan meninggal dunia. Maka kasus tersebut diselesaikan di
Kampung terlebih dahulu. Apabila kasus sengketa harta bersama belum
terselesaikan oleh Aparatur Kampung, maka kasus tersebut baru dibawa ke
Mahkamah Syari’ah.

2. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan
bagi penelitian selanjutnya yang menfokuskan tentang masalah mediasi

dalam penyelesaian sengketa harta bersama.
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Daftar Pertanyaan wawancara

1.

10.

Bagaimana praktek pembagian harta bersama oleh Aparatur Kampung
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?

Bagaimana mediasi yang dilakukan oleh Aparatur Kampung pada saat
menyelesaiakan sengketa harta bersama?

Apakah penyelesaian sengketa harta bersama di Kampung Kecamatan Wih
Pesam Kabupaten Bener Meriah sudah teat dan sudah efektif?

Ketika ada kasus sengketa harta bersama yang diselesaikan oleh Aparatur
Kampung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tidak selesai,
pihaknya tidak damai, apa yang dilakukan oleh Aparatur Kampung?
Bagaimana praktek mediasi yang dilakukan oleh Aparatur Kampung
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dengan cara apa? Apakah
langsung di bawa ke Mahkamah Syari’ah atau diselesaiakn bersama oleh
Aparatur Kampung?

Ada berapa kasus sengketa harta bersama yang sudah diselesaikan oleh
Aparatur Kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?
Apakah kasus sengketa harta bersama berhasil semua diselesaiakan oleh
Aparatur Kampung di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?
Berapa kasus yang sampai sekarang belum terselesaikan di Kecamatan Wih
Pesam Kabupaten Bener Meriah?

Apa penyebab tidak selesainya kasus sengketa harta bersama di Kecamatan
Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?

Jalan keluar apa yang dilakukan oleh Aparatur Kampung Kecamatan Wih
Pesam Kabupaten Bener Meriah apabila kasus sengketa harta bersama tidak

terselesaikan?
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